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PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN

Skripsi ini menggunakan “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” berdasarkan Keputusan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun
1987. Berikut adalah penjelasan pedoman tersebut:

1. Kata Konsonan

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Huruf

Arab Nama Huruf Latin Nama

J Alif Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan

- Ba B Be

O Ta T Te

& Sa $ es (dengan titik di atas)

z Jim J Je

z Ha h ha (dengan titik di bawah)

c Kha Kh ka dan ha

3 Dal D De

3 Zal 4 zet (dengan titik di atas)

B) Ra R Er

) Zai z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye

U Sad $ es (dengan titik di bawah)

o Dad d de (dengan titik di bawah)

L Ta t te (dengan titik di bawah)

L Za z zet (dengan titik di bawah)

¢ ‘Ain ‘ koma terbalik di atas

¢ Gain G Ge

s Fa F Ef

k) Qaf Q Ki

| Kaf K Ka

J Lam L El




Vi

N Mim M Em
O Nun N En
E Wau w We
5 Ha H Ha
3 Hamzah |’ Apostrof
< Ya Y Ye
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, misalnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong
dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat, memiliki

transliterasi sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
------ Fathah A A
S W Kasrah I I
R S Dhammah U U

b. Vokal rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan dalam bentuk gabungan antara harakat

dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
- fathah dan ya Ai adani
-9 fathah dan wau Au adanu

c. Vokal Panjang (Maddah)
Vokal panjang atau Maddah yang dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya

berupa huruf dan tanda:

Huruf Arab Nama Huruf Latin | Nama
, . _ a dan garis di
la Fathah dan alif A
atas
- a dan garis di
& Fathah dan ya' A

atas
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_ I dan garis di
Y Kasrah dan ya' I
atas
_ u dan garis di
3 Dhammah danwau | U
atas

3. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah terdiri dari dua yaitu:
a. Ta marbutah hidup
Merupakan Ta marbutah yang hidup dan mempunyai harakat fathah, kasrah, dan dhammabh,
transliterasinya adalah (t)
b. Ta marbutah mati
Merupakan Ta marbutah yang mati dan memiliki harakat sukun, transliterasinya adalah (h)
c. Tetapi dalam mufrodat yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang menggunakan
kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan
dengan ha (h)
Contoh:
JukY) 4 5 x: raudah al-atfal

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid merupakan struktur tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah simbol
atau tanda berupa syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan
dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
Cax: zayyana
5. Kata Sandang

Kata sandang dalam struktur bahasa arab dilambangkan dengan huruf al, akan tetapi dalam
transliterasi terdapat perbedaan kata sandang, yakni kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan
kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah.

a. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah
Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf al
diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
b. Kata sandang diikuti huruf gamariyah
Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan berdasarkan aturan yang digariskan di
depan dan sesuai pula bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf gamariyah,
kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.
Contoh:
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Ja50: ar-rajulu
6. Hamzah
Di atas telah dijabarkan bahwa hamzah ditransliterasi kan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya
berlaku bagi hamzah yang brada di tengah dan di akhir kata. Apabila hamzah tersebut berada di awal
kata, maka hamzah tersebut tidaklah dilambangkan sebab dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:
£ syai'un
7. Penulisan Kata
Dalam setiap kata, berupa fi’il, isim, ataupun huruf, pada dasarnya tertulis dengan terpisah,
akan tetapi dalam kata-kata tertentu yang pada penulisannya dengan huruf arab umumnya disusun
dengan mufrodat lain, karena ada penghilangan dalam huruf atau harakat. Oleh karena itu, penulisan
kata dalam transliterasi dirangkai dengan cara lain yang mengikutinya.
Contoh:
O 3aall 5 & 138 3: Fa aufu al-kaila wa al-mizana
8. Huruf Kapital
Huruf kapital dalam penulisan bahasa arab memang tidak dikenal, tetapi dalam literasi huruf
capital digunakan. Dalam Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, antara
lain: huruf kapital dipakai untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama
diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama
diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

ZJ}’LU‘:I\ 2434 45 wa ma Muhammadun illa rasuul
Huruf kapital dalam kata Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian
dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan,

huruf kapital tidak dipergunakan.
Contoh:

e aY) 4U: Lillzhi al-amru jaman.,
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ABSTRAK

Taklik talak dalam akad nikah bukanlah sesuatu yang wajib diucapkan dan tidak
mempengaruhi keabsahan akad nikah karena pada dasarnya taklik talak dibuat untuk
memberikan perlindungan kepada istri dari perlakuan suami yang tidak bertanggung jawab.
Taklik talak memuat beberapa syarat tertentu, jika terpenuhi, dan istri tidak terima, maka dapat
mengajukan gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak. Akan tetapi pada
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan tidak memuat
taklik talak kembali. Adanya penghapusan taklik talak, dimana sebelumnya taklik talak
tercantum dalam pasal 23-25 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang
Pencatatan Perkawinan. Fakta yang ada di Pengadilan Agama Pati bahwa gugatan perceraian
dengan alasan taklik talak itu sedikit, lebih sering menggunakan alasan perceraian selain alasan
melanggar taklik talak, kebanyakan atas dasar faktor ekonomi, pertengkaran, selingkuh,
kekerasan fisik. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait pendapat
para hakim di Pengadilan Agama Pati tentang penghapusan tersebut serta pandangan hakim
terhadap urgensi taklik talak di zaman sekarang.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum doktrinal dengan melakukan
kajian mendalam terkait pandangan hakim Pengadilan Agama Pati terhadap penghapusan
taklik talak menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang mana peraturan yang sudah ada
dikritisi oleh ahli hukum berkenaan dengan perubahan yang terjadi pada peraturan tersebut.
Sumber data primer dan pengumpulan data didapatkan dari wawancara kepada hakim
Pengadilan Agama Pati kemudian data yang terkumpul dideskripsikan dan dianalisis
menggunakan dalil hukum pendukung serta fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

Hasil penelitian ini Pertama, bahwa ada tiga hakim yang setuju terhadap penghapusan
taklik talak tersebut dengan alasan menganggap bahwa taklik talak akan mengurangi nilai
kesakralan akad nikah, sehingga kurang pantas karena baru selesai melangsungkan akad nikad
dilanjutkan dengan pembacaan penggantungan talak, dan ada atau tidaknya taklik talak tidak
merugikan kepada pihak perempuan (istri), serta tidak mengurangi hak dan perlindungan bagi
seorang istri karena sejak akad nikah dilangsungkan istri memiliki hak penuh dan mendapatkan
perlindungan yang sama dimata hukum. Dan ada dua hakim yang tidak setuju dengan
penghapusan tersebut dengan alasan demi terlindunginya hak-hak perempuan (istri) dalam
perkawinan agar tidak diberlakukan semena-mena oleh suami. Kedua, mengenai urgensi taklik
talak ada dua hakim yang menganggap pasal taklik talak masih memiliki urgensi di zaman
sekarang dikarenakan taklik talak dalam perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum
bagi seorang perempuan (istri) terhadap perilaku tidak bertanggung jawab dari suami.
Sedangkan tiga hakim berpendapat bahwa taklik talak tidak memiliki urgensi dengan alasan
muatan yang terdapat pada taklik talak itu sudah menjadi kewajiban seorang suami sejak akad
nikah itu diucapkan selain itu minim terjadi perceraian dengan alasan pengingkaran taklik talak
khususnya di Pengadilan Agama Pati.

Kata kunci: taklik talak, pendapat hakim.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan akad nikah yang dilakukan mempelai priamenerima (qabul)
penyerahan (ijab) dari wali mempelai wanita. Pernikahan adalah prinsip dasar
kehidupan yang paling penting dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.
Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah serta membangun
rumah tangga yang damai dan tertib. Untuk mencapai tujuan tersebut, suami istri harus
saling mempergauli menurut cara yang ma 'ruf, yaitu saling mencintai, berbuat baik dan
setia satu sama lain, serta saling tolong menolong dengan tulus dan jujur. Apabila salah
satu pihak gagal melakukannya, maka dapat mengakibatkan pihak lain berhak untuk
menuntut putusnya perkawinan mereka.*

Dilihat dari uraian di atas, perkawianan merupakan hubungan yang saling
bersinergi satu sama lain, apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau gagal dalam
memenuhi hak dan kewajiban maka akan terjadi perceraian. Untuk melaksanakan hak
dan kewajiban antara suami dan istri dalam perkawinan, Indonesia memberlakukan
adanya perjanjian perkawinan. Salah satu bentuk perjanjian perkawinan yakni taklik
talak yang diucapkan oleh suami setelah ijab gabul dilaksanakan.

Taklik talak adalah penggantungan talak, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1
huruf (¢) menyebutkan taklik talak adalah “perjanjian yang diucapkan calon mempelai
pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang
digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan
datang”.? Taklik talak mengandung beberapa syarat-syarat tertentu yang apabila
persyaratan yang ditetapkan tersebut terpenuhi, maka jatuhlah talak. Keberadaan taklik
talak bertujuan untuk menjaga serta melindungi para istri agar tidak dianiaya oleh
suaminya.® Dengan demikian, taklik talak yang berlaku di Indonesia adalah perjanjian
perkawinan yang dibebankan kepada suami, agar suami tidak bertindak sewenang-

wenang terhadap istrinya.

! Hisako Nakamura, Perceraian Orang Jawa, (Yogyakarta; Gajah Mada University Press,1991), 30.
2 Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (e).
3 Sulaiman Rasyid, Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap), Cet. Ke-27 (Bandung: Sinar BaruAlgensindo, 1994), 409.



Dalam hukum perkawinan Indonesia apabila selesai melaksanakan akad nikah
suami mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak yang ada pada buku nikah,
yang di dalamnya dia menyetujui jatuhnya talak atas istri apabila:

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut; atau

2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya; atau

3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau

4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau

lebih.

Akibat perbuatan tersebut istri tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan
Agama. Kemudian gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut dan istri membayar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwald (pengganti), maka jatuhlah talak satu
kepadanya.*

Sighat taklik talak sendiri merupakan kebijakan khusus Pemerintah Republik
Indonesia melalui Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953. Departemen
Agama Republik Indonesia telah menerbitkan akta nikah yang tertuang didalamnya
sighat taklik talak berdasarkan pada Q.S Al-Isra’ (17) ayat 34:

S LR SRS TP (L ’,/02/ Rt ¢ N ISTYRSE B RN AN
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“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan
cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah
janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya”.®
(Q.S 17 [Al-Isra’] :34)

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa sesungguhnya janji seseorang kepada orang
lain akan dimintai pertanggung jawabannya kelak. Jika seseorang sudah mengucapkan
janji maka dia harus memenuhi janji yang telah dia buat. Sama seperti halnya taklik
talak di dalam pernikahan.

Keberadaan taklik talak tidak terlepas dari persoalan perceraian, karena di dalam
Pasal 116 huruf (g) KHI, taklik talak yang berlaku di Indonesia dijadikan sebagai alasan
yang dapat diajukan untuk terjadinya perceraian. Sementara itu, Undang-Undang

Perkawinan Indonesia pada dasarnya mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini

4 Hisako Nakamura, Perceraian Orang Jawa, 38.
5 https://quran.kemenag.go.id/sura/17/34



terbukti dalam perceraian harus ada alasan yang cukup bahwa suami istri tidak akan
hidup rukun lagi.® Sehingga dalam menetapkan perceraian, hakim harus menggunakan
salah satu alasan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

Namun, dalam Fatwa MUI pada tanggal 23 Rabiul Akhir 1417 H/7 September
1996, menetapkan fatwanya bahwa sighat taklik talak tidak diperlukan lagi. Adanya
aturan ini dikarenakan materi sighat taklik talak pada dasarnya telah terpenuhi dan
tertuang dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemudian menurut Pasal 46 Ayat 3 KHI
menyatakan bahwa ‘Perjanjian taklik talak bukan merupakan keharusandalam
perkawinan”; dan konteks mengucapkan sighat taklik talak secara historis adalah
untuk melindungi hak-hak wanita, di mana waktu itu takliktalak belum ada dalam
Peraturan Perundang-undangan perkawinan.’

Pembacaan taklik talak dalam perkawinan menuai kontroversial dikalangan
masyarakat, tidak banyak pengantin yang melafalkan sighat taklik talak setelah akad
pernikahan. Hal tersebut karena akad perkawinan baru saja diucapkan, sedangkan calon
suami dan calon istri belum bersatu membina rumah tangga bahkan belum terjadi
tamkin antara suami istri, tetapi langsung disusul dengan suami mengucapkan taklik
talak. Faktor yang mempengaruhinya yakni karena ketidak-pahaman masyarakat
mengenai taklik talak. Kebanyakan masyarakat terkhusus kedua mempelai pengantin
lebih sering menandatangani taklik talak pada buku nikah. Mempelai laki-laki tidak
mengucapkan sighat taklik talaknya di depan mempelai perempuan yang juga
didengarkan oleh wali, penghulu, saksi dan yang hadir di ruang tersebut. Kemudian
dengan dibacanya sighat taklik dalam rangkaian ijab-gabul dianggap kurang etis dan
mengganggu kesakralan prosesi akad nikah dan juga menimbulkan kesan antara suami
istri dalam membangun rumah tangga diawali dengan pikiran negatif dan rasa saling
tidak percaya meski tujuannya melindungi pihak istri dari perbuatan semena-mena
suami.®

Taklik talak dalam pernikahan bukanlah sesuatu yang wajib diucapkan dalam
pernikahan karena taklik talak dibuat untuk memberikan perlindungan kepada istri dari
perlakuan suami yang dapat menyakiti hati istri. Dengan demikian, pelanggaran taklik

talak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai kepada suami jika istri

6 Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika,2014), 38.

" Fatwa MUI 23 Rabiul Akhir 1417 H/7 Septeber 1996 M.

8 Khoirudin Nasution, “Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan”, (UNISIA, Vol.
XXXI1 No. 70 Desember 2008), 339



tidak menerima perlakuan suami. Taklik talak merupakan hal yang baik untuk
melindungi wanita dari perbuatan tidak baik dari pihak suami. Setidaknya seorang
suami telah melaksanakan akad taklik talak, setelah akad nikah dilakukan dengan
kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
(peraturan sebelumnya), taklik talak tercantum begitu jelas dalam pasal 23-25 yang
menjelaskan suami dapat menyatakan sigat taklik, tata cara, serta akibat hukumnya.
Namun seiring berjalannya waktu, memperhatikan kebutuhan dan perkembangan
masyarakat PMA mengalami perubahan dan penyempurnaan (revisi) pasal demi pasal,
sehingga terdapat penghapusan dan penambahan pasal. Selanjutnya dengan peraturan
yang baru yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan
pernikahan. Dalam PMA terbaru tidak memuat taklik talak kembali hanya dijelaskan
mengenai perjanjian perkawinan.

Dari penjelasan di atas, dalam PMA No. 11 tahun 2007 perjanjian perkawinan tidak
lain adalah taklik talak sedangkan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan
pernikahan tidak mencantumkan taklik talak sebagai bagian dari isi perjanjian
perkawinan. Menyikapi hal tersebut, konsep dari perjanjian perkawinan dan taklik talak
itu terdapat beberapa perbedaan. perjanjian perkawinan bisa dirubah sesuai dengan
kehendak kedua belah pihak, sedangkan taklik talak tidak dapat dirubah dan bahkan
tidak dapat dicabut kembali pemberlakuannya. Perbedaan lainnya yaitu, isi perjanjian
perkawinan dapat meliputi hal apa saja asal tidak bertentangan dengan aturan hukum
Islam dan kesusilaan. Sementara taklik talak, hanya berisi hal-hal tertentu yang telah
ditetapkan Menteri Agama. Selain itu konsekuensi pelanggaran taklik talak adalah
perceraian, jika istri mengajukannya ke Pengadilan Agama sebagai alasan perceraian.
Sementara konsekuensi pelanggaran isi perjanjian perkawinan tidak selalu tentang
perceraian.

Fakta yang ada di Pengadilan Agama Pati, gugatan perceraian dengan alasan taklik
talak yang diterima oleh Pengadilan Agama relatif sedikit, lebih sering menggunakan
alasan perceraian selain alasan melanggar taklik talak, kebanyakan atas dasar faktor
ekonomi, pertengkaran, selingkuh, kekerasan fisik. Berdasarkan data di Pengadilan
Agama Pati tahun 2022 kasus perceraian sebanyak 2491 perkara. Di antara kasus
perceraian tersebut, perkara perceraian dengan alesan pelanggaran taklik talak di

Pengadilan Agama Pati rata-rata tidak ada 1 (satu) persennya. Dalam prakteknya baik



taklik talak sebagai perjanjian perkawinan ataupun alasan perceraian, hakim Pengadilan
Agama secara tegas mempertimbangkannya dalam putusannya.

Sebagai produk hukum tentu akan mengalami perubahan, menyesuaikan dengan
perkembangan masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu, penulis akan
menganalisis dengan pendapat hakim, dimana hakim sebagai penegak hukum
mempunyai kedudukan yang strategis karena dianggap paling menentukan wajah
peradilan dalam sistem penegakan hukum. Secara normatif kedudukan hakim terdapat
dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman menegaskan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali,
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat”. Ketentuan ini harus diartikan sebagai sebuah kewajiban bagi hakim
karena hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup
dikalangan rakyat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji
bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pati serta meneliti lebih
dalam lagi mengenai penghapusan taklik talak pada Peraturan Menteri Agama Nomor
20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, dimana pada sebelumnya taklik talak
diatur dalam pasal 23-25 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang
pencatatan pernikahan. Serta penulis tertarik ingin mengulas lebih intensif, mengenai
latar belakang adanya perubahan menurut pendapat hakim Pengadilan Agama Pati,
Sehingga judul yang diangkat penulis dalam skripsi ini adalah “PANDANGAN
HAKIM PENGADILAN AGAMA PATI TERKAIT PENGHAPUSAN TAKLIK
TALAK PADA PMA NO. 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN
PERNIKAHAN?”.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yag penulis kemukakan di atas, maka penulis
merumuskan beberapa masalah yang akan menjadi titik fokus didalam penelitian, yaitu:
1. Bagaimana pandangan dan argumentasi hakim Pengadilan Agama Pati terkait
penghapusan taklik talak pada PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan
pernikahan?
2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Pati terkait urgensi taklik talak

dalam pernikahan di masa sekarang?



C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari uraian rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penulisan
penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan hakim Pengadilan Agama Pati terkait
penghapusan taklik talak pada PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan
pernikahan.

2. Untuk menjelaskan pandangan hakim Pengadilan Agama Pati terkait urgensi

taklik talak dalam pernikahan di masa sekarang.

D. Manfaat Penelitian
Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini nantinya mampu

memberikan kontribusi pemikiran dan khazanah keilmuan. Secara spesifik manfaat

penelitian ini terbagi menjadi dua kategori:

1. Secara teoritis
Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu
pengetahuan para pembaca serta memperkuat ilmu pembaca khususnya bagi
mahasiswa/i yang berkaitan dengan masalah Hukum Keluarga Islam. Selain itu
dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi
perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran
hukum tentang urgensi dan relevansi taklik talak pasca disahkan PMA No. 20 tahun
2019 perspektif hukum Islam.

2. Secara praktis
Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat
memberikan manfaat kepada masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan
sebagai bahan referensi serta pembelajaran untuk penelitian selanjutnya yang
berkaitan dengan taklik talak dalam pernikahan, dan berharap dapat memberikan

solusi dan mencegah perdebatan yang tidak pernah selesai dikalangan masyarakat.

E. Telaah Pustaka
Tinjauan pustaka pada penelitian ini untuk dapat mengetahui adanya fakta dari
penelitian, maka penulis akan menguraikan penelitian dan tulisan tulisan ilmiyah yang
mempunyai kesamaan dalam tema tetapi dalam permasalahannya berbeda, dan untuk
mendapatkan sebuah gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang

pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. sehinga tidak terjadi pengulangan dan



plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Berdasarkan hasil penelitian yang ada kaitannya
dengan masalah pelaksana’an perkawinan siri diantaranya adalah:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Sultan
Agung Semarang bernama Ilham Fahmi Muhammad dengan judul “Tinjauan Hukum
terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai alasan Perceraian di Tinjau dari Kompilasi
Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama
Magelang)”. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah hukum mengucapkan Sighat
Taklik Talak setelah akad nikah serta Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif
terkait dengan sighat taklik talak sebagaia alasan perceraian.®

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
bernama Mujahidin, skripsi dengan judul “Perspektif Yuridis Terhadap Taklik Talak
Sebagai Perjanjian Perkawinan”. Pada skripsi ini peneliti membahas tentang pandangan
hukum secara umum tentang taklik talak sebagai perjanjian perkawinan, baik itu dari
segi pengucapan sighat maupun cara pelaksanaannya. Dalam hal ini peneliti
menjelaskan kedudukan taklik talak menurut Undang-undang Perkawinan dan KHI.1°
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai pandangan hakim
mengenai penghapusan taklik talak pada PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan
pernikahan.

Ketiga, karya ilmiah yang disusun oleh Anny Najiya dengan judul Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan
Perkara No82/PdtG/2012/PASmn). Pokok masalah penelitian ini membahas tentang
dasar hukum majelis hakim membuktikan kebenaran pelanggaran taklik talak dalam
memutuskan perceraian dan tinjauanhukum Islam terhadap dasar hukumnya dengan
nomer perkara 82/PdtG/2012/PASmn. Hasil temuan penelitian ini bahwa dasar hukum
majelishakim membuktikan kebenaran pelanggaran taklik talak berdasarkan Pasal 165
HIR, jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU no.1 tahun 1974, jo. Pasal 7 KHI mengenaikutipan
akta nikah yang didalamnya suami telah mengucapkan sighat taklik talaknya.
Kemudian pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggarantaklik talak ini
yaitu dengan putusan verstek dan mencari kemashlahatan bersama harus

menghilangkan kemadharatan yang berat, apabila perceraian lebih baik daripada hidup

9 lham Fahmi Muhammad, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian di
Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Magelang®”
(Skripsi --Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017).

10 Moch. Choirul Fahmi, “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Perceraian Karena Suami Melanggar Taklik Talak,
(Studi Putusan 3560/Pdt.G/2012/PA. BL)” (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)



bersama.!! Berbeda dengan skripsi penulis, skripsi Anny membahas tentang dasar
hukum membuktikan kebenaran adanya pelanggaran taklik talak sebagai alasan
perceraian yang ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan penulis membahas pandangan
hakim terhadap urgensi takliktalak dalam pernikahan.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Hibnu Nugroho dosen Fakultas Hukum
Universitas Jendral Soedirman yang berjudul “Kedudukan Taklik Talak Menurut
Hukum Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam”. Artikel ini menjelaskan tentang
pandangan hukum fikih terhadap pengucapan sighat taklik talak dalam pernikahan dan
ketentuan hukum taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam.}? Perbedaan dari
penelitian yang akan penulis tulis yakni jurnal ini berisi tentang hukum fikih dan
Kompilasi Hukum Islam terhadap taklik talak sedangkan skripsi penulis lebih fokus
mengarah ke pandangan hakim Pengadilan Agama terhadap urgensi taklik talak.

Kelima, artikel Khoirudin Nasution dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang
berjudul “Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian
Perkawinan”. Artikel ini menjelaskan bagaimana kesempatan yang diberikan kepada
perempuan untuk menjamin hak mereka sekaligus melindungi mereka dari perbuatan
semena-mena suami lewat taklik talak danatau perjanjian perkawinan. Fokus kajian
artikel ini adalah Perundang- Undangan Perkawinan Indonesia.™®

Dalam penelitian ini penulis juga akan membahas tentang taklik talak, namun ada
beberapa hal yang membedakan, yaitu penelitian ini membahas tentang pandangan
hakim Pengadilan Agama Pati terkait penghapusan taklik talak pasca disahkan PMA
No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dan urgensi taklik talak di masa
sekarang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari,
menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh
kembali pemecahan terhadap permasalahan. Adapun langkah-langkahnya adalah

sebagai berikut yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

11 Anny Najiya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi
Putusan Perkara No82/PdtG/2012/PASmn)”, Skripsi Fakultas Syari’ah danHukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga (2014).

2 Hibnu Nugroho, “Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam”, Al-Bayyinah:
Journal of Islamic Law-1SSN: 1979-7486; 2580-5088 (e), Vol.VII No.1, (2018), 73

18 Khoirudin Nasution, “Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan PerjanjianPerkawinan”, Unisia Jurnal
llmu-1Imu Sosial, Vol. XXXI No. 70, Desember 2008, 333



1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yakni
penelitian yang langsung dilakukan di lapangan dengan cara mencari datadan
melakukan observasi serta wawancara.'* Dalam hal ini penulis akan menelusuri
dan menggali data di Pengadilan Agama Pati untuk mengetahui pandangan hakim
terhadap taklik talak. Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum
yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai
keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma
hukum.®

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni penelitian yang menguraikan
atau menggambarkan suatu permasalahan yang ada denganhasil yang didapat
untuk diambil kesimpulan. Kemudian data yang terkumpul dikaji terlebih
dahulu dan dilakukan analisis sehingga ditemukan sebuah kesimpulan.®
Penelitian ini tentunya dengan data dan fakta yang ada di Pengadilan Agama Pati
sehingga diharapkan mampumemberikan gambaran pandangan hakim terhadap
urgensi taklik talak kemudian dilakukan analisis hukum Islam dari adanya
pandangan hakim tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis
normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-
ketentuan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya
dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada

prakteknya di lapangan.t’

2. Sumber Data
a. Sumber Data Primer
Sumber primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari obyek
penelitian yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk
mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan
peneliti.*® Sumber data primer ini merupakan sumber data yang didapatkan dari

objek penelitian dengan pengambilan data secara langsung kepada sumber

14 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Cet. Ke-29 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 5

15 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana, 2006). 33

16 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik,(Bandung: Mizan, 1990), 139.
17 Burhan Asofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 15.

18 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), 84-85.
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informasi. Dalam hal ini, data diperoleh langsung dari para hakim Pengadilan
Agama Pati terkait adanya penghapusan taklik talak pada PMA No. 20 tahun
2019 tentang pencatatan pernikahan.
b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang digunakan dalam penelitian untuk
mendukung dan memperjelas sumber primer. Dalam penelitian ini
menggunakan data sekunder berupa referensi buku-buku, jurnal, maupun
karya tulis lain yang relevan dan kredibel untuk menunjang kelengakapan
data dan yang mempunyai hubungan dengan judul dan pembahasan dalam

penelitian ini.t°

3. Bahan Hukum
Terdapat 2 (dua) macam bahan hukum yang digunakan oleh penulis, yakni:

a. Bahan hukum primer dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan-bahan
hukum yang mengikat. Berupa undang-undang atau peraturan perundang-
undangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas,

a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

b) Kompilasi Hukum Islam

c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

d) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan
perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019
tentang pencatatan perkawinan.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat tidak mengikat,
berisi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari pendapat ahli
atau pikiran para pakar bidang tertentu guna membantu menganalisis. Dalam hal
ini, bahan hukum sekunder adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal

hukum, skripsi sebelumnya dan internet yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam Peneltian ini Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, karena
penelitian ini menerapkan teknik-teknik khusus untuk mengurangi terjadinya
pemilahan dalam pengumpulan data dan tingkat analisisnya.?’ Penelitian ini

menggunakan jenis sumber data yang diperoleh secara lisan dan tertulis.

19 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 36.
20 Amirudin dan Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 31.
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Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik diantaranya dengan
pengamatan wawancara mendalam dan observasi partisipasi.

1. Observasi

Observasi adalah cara untuk mengkaji suatu proses atau suatu perilaku
dengan menggunakan mata dan telinga untuk mendapatkan informasi.?
Observasi dapat diartikan dengan merumuskan masalah, membandingkan
rumusan masalah dengan fakta dilapangan, memahami permasalahan yang
diteliti, serta mendapatkan teknik pengumpulan data yang tepat untuk
permasalahan yang diteliti.?> Dalam penelitian ini, observasi dilakukan
dengan melakukan pengataman secara langsung, yakni di Pengadilan
Agama Pati. Hal yang akan diobservasikan adalah pandangan hakim
mengenai taklik talak dalam pernikahan.

. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara
komunikasi lisan terstuktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur.?Dalam sebuah
wawancara memungkinkan untuk menggali perasaan pikiran, pengalaman,
pendapat, dan lainnya yang tidak terlihat.?* Dalam teknik pengumpulan data ini
penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan
yaitu memperoleh keterangan atau data dari pendapat hakim Pengadilan

Agama Pati terkait taklik talak dalam pernikahan.

. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah laporan tertulis peristiwa danpemikiran dan
ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meluruskan menegenai
peristiwa tersebut.?® Data yang diperoleh dikumpulkan dari dokumen-
dokumen, baik yang berbentuk buku, jurnal, majalah, artikel maupun karya
ilmiah lainnya yang berkaitandengan urgensi taklik talak dalam perkawinan
yang kemudian data tersebut dianalisis guna keperluan pembahasan dalam

penelitian.

2L Suwartono, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), 41.
2 Nursapia Harahap, Penelitian Kualitatif, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020). 71.

28 |bid.,

24 Sywartono, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), 61.
% Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), 105.
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5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah data yang telah terhimpun dari proses
pengumpulan data agar data tersebut menjadi informasi yang bermakna sehingga
dapat mudah dipahami dan diterima oleh orang lain.?

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian baik yangbersumber dari hasil
wawancara, observasi, dokumentasi tersebut, maka langkah yang ditempuh
selanjutnya yaitu menganalisa data-data yang ditemukan di lapangan. Kemudian
data tersebut disajikan dengan menguraikan hasil temuan data yang diperoleh.
Selanjutnya akan dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data-data dan
bukti yang ditemukan di lapangan. Adapun dalam menganalisis data yaitu dengan
menggunakan analisis kualitiatif yaitu peneliti mendapatkan data penelitian
langsung di lapangan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan
dalam rumusan masalah.?’

Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik yakni untuk
mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui
data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan
analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan metode ini
peneliti menangkap berbagai fakta melalui pengamatan di Pengadilan Agama Pati
kemudian menganalisis melakukan pengangkatan teori berdasarkan data yang
diamati. Sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang akurat, terukur dan
tersusun rapi dalam bentuk tulisan sebagaimana yang telah diharapkan oleh
penulis.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali dalam skripsi ini,
penyusun mencoba untuk menguraikannya dalam lima bab bahasan, dimana antara
masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara
logis. Seperti biasa dalam skripsi nanti akan diawali dengan pendahuluan dan diakhiri
dengan penutup.

Bab Pertama: memuat Pendahuluan, dalam bab ini memaparkan seluruh isi
penelitian secara umum yang terdiri dari: Latar belakang, ldentifikasi dan batasan
masalah, Rumusan masalah, Kajian pustaka, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian,

Definisi operasional, Metode penelitian, Sistematika pembahasan.

% Sywartono, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), 54.
27 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Alfabeta, 2000), 87.
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Bab kedua: Merupakan kajian teori, berisi tentang gambaran umum tentang taklik
talak dalam hukum perkawinan, yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu, pengertian
taklik talak menurut hukum islam dan menurut perundang-undangan, dasar hukum
taklik talak, dan tujuan taklik talak

Bab ketiga: merupakan paparan data dan temuan penelitian yakni pandangan
hakim Pengadilan Agama Pati terkait penghapusan taklik talak dan urgensi taklik talak
dalam perkawinan. Meliputi profil Pengadilan Agama Pati, Identitas hakim narasumber
dan pandangan hakim Pengadilan Agama Pati terhadap urgensi taklik talak.

Bab keempat: bab ini merupakan pembahasan analisis pandangan hakim
Pengadilan Agama pati terkait penghapusan taklik talak dalam PMA No. 20 tahun 2019
dan Analisis hukum Islam terhadap urgensi taklik talak dalam pernikahan.

Bab kelima: bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.
Kesimpulan tersebut berisi jawaban dari rumusan masalah setelah mengadakan analisis
terhadap data yang diperoleh. Sedangkan saran adalah harapan penulis setelah selesai
mengadakan penelitian. Jadi saran ini merupakan suatu tindak lanjut dari penelitian

yang telah dilakukan.
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BAB 11
TINJAUAN UMUM TENTANG TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Taklik Talak
Kalimat taklik talak secara etimologi terdiri dari dua suku kata, yaitu kata taklik
dan kata talak. Secara etimologis, kata taklik berasal dari bahasa Arab yaitu bentuk
mashdar dari fi 'il madhi (&S — i — Gl ) memiliki arti “penggantungan” yang berarti
menggantungkan sesuatu dengan sesuatu atau menbuatnya bergantung pada sesuatu.?
Sedangkan kata talak juga berasal dari bahasa arab, yaitu dari bentuk mashdar dari fi il
madhi ( &% - Gl - 3l ), memiliki arti memisahkan, melepaskan ikatan.2

Penyerapan kata taklik talak dalam bahasa Indonesia, terdapat dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI), kata taklik memiliki arti perjanjian (kawin dan sebagainya)
dan pernyataan, sedangkan talak memiliki arti pernyataan jatuhnya talak atau cerai,
sesuai dengan janji yang telah diucapkan (karena melanggar janji pernikahan).*

Para ahli memberikan defenisi taklik talak yang berbeda-beda dengan esensi yang

sama, sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

a) Menurut Sayuti Thalib taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan
jatuhnya pada suatu hal yang telah diperjanjikan itu dan jika hal atau syarat yang
telah diperjanjikan itu dilanggar oleh suami, maka terbukalah kesempatan
mengambil inisiatif untuk talak oleh istri kalau ia menghendaki demikian itu.3!

b) Menurut Ahmad Azhar Basyir memberikan defenisi sederhana yaitu taklik talak
adalah menggantungkan jatuhnya talak dengan terjadinya hal-hal yang
disebutkan setelah akad nikah.32

c) Kamal Mukhtar meberikan pengertian talik talak yakni Semacam ikrar, dengan
ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atasistrinya, apabila
kemudian hari, ternyata melanggar salah satu dari semua yang diikrarkan itu.®

d) Sudarsono mendefinisikan taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan
terjadinya terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat

sebelumnya antara suami dan istri.®*

2 Abu Louis Ma“luf, al-Munjid, (Beirut: Dar al-Masyriqg, 1988), cet. ke-30, 526.

2 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakarya, t.th), 239.

%0 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,2005), 1124.

31 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: Yayasan Penerbit VI, 1974), 119.

32 Ahmad Ashar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1980), 75.
33 Kamal Mukhtar, Azaz-Azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 207.
3 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 251.
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e) Menurut Soemiyati, taklik talak adalah: “menggantungkan”. Jadi pengertian
taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin
terjadi yang telah disebutkan dalam perjanjian dan disebutkan yang telah

diperjanjikan terlebih dahulu.®

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, dapat ditarik ke dalam suatu pemahaman
umum, vyaitu taklik talak adalah suatu bentuk talak yang digantungkan pada suatu
kondisi perkara baik dalam percakapan, perbuatan atau syarat-syarat yang dinyatakan
itu dilanggar oleh suami, maka jatuhlah talak.

Dalam kitab-kitab fiqih secara umum dapat dipahami bahwa taklik talak
merupakan senjata para suami dalam memberikan peringatan dan pelajaran kepada
istrinya yang nusyuz. Namun dalam peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia
maknanya telah berubah dan tidak sama dengan tujuan awal yang terdapat dalam kitab-
kitab fiqih pada umumnya. Taklik talak versi Indonesia adalah semacam ikrar dari
seorang suami kepada istrinya dalam menjalani kehidupan suami istri kelak, bukan
sebagai peringatan atau pengajaran dari seorang suami terhadap istrinya yang nusyuz.
Dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya talak atas istrinya jika ternyata di
kemudian hari ia melanggar salah satu atau semua hal yang telah diperjanjikan itu.*
Sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Sub e ditegaskan bahwa
yang dimaksud taklik talak adalah “perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai
laki-laki setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akad nikah berupa janji talak yang
digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan
datang.”

Taklik talak ini merupakan penyeimbang bagi perempuan (istri) untuk bersama-
sama memiliki hak dalam memutus hubungan perkawinan. Dengan taklik talak ini
diharapkan adanya pelimpahan wewenang penjatuhan talak dari suami ke istri,
meskipun terbatas dalam hal-hal tertentu. Ketika istri merasa tertekan dengan kondisi
yang ada dalam rumah tangga, istri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan
Agama dengan alasan suami melanggar salah satu syarat yang terdapat dalam rumusan

taklik talak. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang taklik talak yang

35 Soemiyati, Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 1996), Cet. 2, 115.
3% Kamaal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. Ke-3, 227.
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substansinya menjadi alasan perceraian, yaitu dalam pasal 116 poin 7 bahwa salah satu
alasan perceraian adalah apabila suami melanggar taklik talak.®’

Dalam rangka menjaga agar tidak terjadi pelanggaran taklik talak, maka tidak
hanya tugas dan kewajiban suami saja, tetapi seorang istri juga memiliki peran yang
cukup besar, sehingga pada akhirnya komitmen untuk menjaga kelanggengan
pernikahan dan terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ini terwujud
dalam semua usaha yang menjauhkan dan menghindari terjadinya pelanggaran taklik
talak.

. Dasar Hukum Taklik Talak

Dari segi esensinya, taklik talak diartikan sebagai suatu perjanjian dalam
perkawinan yang digantungkan dengan suatu syarat, dengan tujuan utama untuk
melindungi perempuan dari tindakan sewenang-wenangan laki-laki (suami).

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat an-Nisa’ ayat 128-129 sebagai berikut:

u\u@hcu’;)@u\ﬁu\ \J}wt@;;wusub\ AWE
5 é.;ﬁ\u.ue.i‘ﬁ\u)m\jé’“/ @A\jcumu@uu@
\j,..\L.muujj() \).u;u)Lu_\\.A.tu‘.SaUJ\ u\.ﬂ\)s.uj \).u..u;.t
uwﬁw\a’s\jm)f jsj;w\’“\jsmu\

MJ\Jﬁugd\uu\ﬁj\Mu\jcw\S

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau
bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang
sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun
manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki
(pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap
acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu
kerjakan. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu),
walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah
kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu
biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan
perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah
Maha Pengampun, Maha Penyayang. " (Q.S. 3 [An-Nisa’]:128-129)

Dalam surat an-Nisa’ ayat 128-129 dijelaskan bagaimana bersikap dan mengadapi
suatu masalah perkawinan yang timbul dari akibat kegiatan sehari-hari, baik yang

berkaitan dengan kebutuhan individu maupun kebutuhan bersama dalam lingkup

37 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: Yayasan Penerbit VI, 1974), 129
38 https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/128-129
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perkawinan. Terdapat kalimat “nusyuz” dalam ayat tersebut, dalam hukum Islam
“nusyuz” bisa berasal dari pihak istri dan bisa berasal dari pihak suami. Contoh nusyuz
dari pihak istri adalah keluar rumah tanpa seizin suami. Sedangkan dari pihak suami,
seperti bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau berhubungan badan dengan istrinya
atau tidak memberikan nafkah wajib yang menjadi hak istri.

Ayat ini memberikan salah satu solusi yang terpenting untuk menyelesaikan
masalah perkawinan dengan cara perdamaian (perjanjian) sesuai dengan cara yang
diharapkan masing-masing pasangan tanpa mengabaikan hak-hak individu, sehingga
setiap menyelesaikan masalah dapat diselesaikan dengan mudah karena terdapat
refrensi yang jelas dalam bentuk perjanjian. Dalam rangka untuk mengatasi masalah
ini, solusi yang ditawarkan adalah dengan membuat perjanjian antara dan suami istri
untuk kebaikan hubungan. Isi perjanjian tersebut tergantung pada kesepakatan bersama.
Kedua belah pihak dapat menggunakan taklik talak sebagai perjanjian yang
menyatakan bahwa jika salah satu pihak tetap melakukan nusyuz, maka jatuhlah talak
di antara suami istri tersebut.*

Menurut Sajuti Thalib, ayat ini dijadikan sebagai dasar penentuan tata cara dan
syarat-syarat taklik talak sebagai perjanjian perkawinan. Adanya perjanjian dalam
bentuk taklik talak merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi dan memberikan
perlindungan hukum kepada istri di kemudian hari jika suami berperilaku buruk dan
mengabaikan hak-hak istri.*°

Secara eksplisit tidak ada ayat dalam al-Qur’an yang menyebutkan tentang
perjanjian taklik talak, karena hal ini sama dengan perjanjian yang memuat syarat-
syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuat perjanjian, dalam arti para

pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang telah dsepakati.

C. Macam-Macam dan Syarat Sahnya Taklik Talak

39 Syarifuddin, Amir. Hukum Perakwinan Islam Di Indonesia, Antara Fikih Munakahat Dan Undang-undang
Perkawinan, (Jakarta: Kencana,2006), 145

40 Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam,(Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas
Indonesia,1974), 120-121.
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Dalam bukunya Fikih Sunnah Sayid Sabiq menjelaskan mengenai taklik talak
sebenarnya terbagi dua macam:*
a. Taklik Qasami

Suatu ucapan talak dari suami terhadap istrinya yang mana talak tersebut
digantungkan suami kepada janjinya mengerjakan sesuatu atau meninggalkan
sesuatu. Jika janjianya tersebut ditepati, maka jatuhlah talak tersebut. Seperti:

“apabila aku keluar rumah maka jatuhlah talak terhadapmu”.
b. Taklik Syarti

Suatu ucapan talak dari suami terhadap istri yang digantungkan dimaksudkannya
berupa syarat yang diberikan suami, yang mana apabila syarat tersebut terpenuhi
ma ka jatuhlah talak bagi istri. Seperti ucapan suami: “apabila kamu berangkat ke
luar kota, maka jatuhlah talakmu”, atau “jika saudaramu datang, tertalaklah
kamu” atau “jika terjadi gerhana, maka kamu tertalak”, dan lainnya yang

merupakan syarat akan sesuatu yang bisa terjadi dikemudian hari.

Berdasarkan bentuk taklik talak di atas dapat dibedakan dari kata/ucapan yang
dilakukan oleh seorang suami. Taklik gasami lebih mengucapkan janji atau sumpah
terhadap dirinya, sedangkan taklik talak suami mengajukan syarat dengan maksud
apabila syarat tersebut terpenuhi talak jatuh dan Istri dapat mengajukan gugatan

perceraian ke Pengadilan Agama.

Menurut kalangan ulama figih syarat sah dari taklik talak ada tiga, yaitu sebagai
berikut:*2

a. “Syarat tersebut adalah sesuatu yang belum ada, belum terjadi dan mungkin

terjadi. Misalya ucapan suami pada istrinya: jika kamu kelu ar negeri tanpa seizin

saya, maka talakmu jatuh, artinya keluar negeri sesuatu yang belum terjadi tetapi
mungkin terjadi. Maka taklik talak jatuh sendirinya”.

b. “Ketika lafal taklik talak diucapkan suami, wanita tersebut masih berstatus istri.”

c. “Ketika syarat yang dikemukakan dalam lafal taklik talak terpenuhi, wanita

tersebut masih berstatus istri.”

41 Sayyid Sabig, Figih Sunnah, Jilid 111, (Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2012), 154.
42 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1781.
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Dari syarat taklik talak yang telah digagas oleh kalangan ulama fikih di atas. Dapat
diketahui bahwa, jika salah satu dari tiga syarat, atau ketiga syarat tersebut tidak
terdapat dalam taklik talak yang diucapkan suami, maka taklik talak tersebut tidak

berlaku dan tidak ada akibat hukumnya.

D. Sejarah Taklik Talak

Menurut catatan sejarah, pelembagaan taklik talak di Indonesia dimulai sejak
Kerajaan Mataram, tepatnya pada masa Sultan Agung Hanyakrukusuma (1554 Jawa/
1630 Masehi). Pada saat itu sultan mengeluarkan titah atau perintah berupa kewajiban
bertaklik talak kepada setiap pengantin pria yang akan menikah. Dalam upaya
memudahan perempuan untuk memutuskan ikatan perkawinan dari pihak suami yang
meninggalkan istri (keluarga) dalam jangka waktu tertentu. Selain untuk melindungi
hak-hak istri, taklik talak juga bertujuan untuk memberikan jaminan kepada suami yang
pergi dalam rangka menjalankan tugas negara.*®

Taklik talak itu dikenal dengan sebutan “taklik janji dalem” atau “taklik janji ning
ratu”, yang memiliki arti taklik talak dalam kaitannya dengan tugas Negara, Isi dari
taklik talak tersebut berbunyi sebagai berikut:*

“Mas penganten, pakenira tompo Taklek Janji Dalem, samongso
pakenira nambang (ninggal) rabi pakenira......lawase pitung sasi
lakon daratan, hutawa nyabrang sagara rong tahun, saliyani ngelakoni
hayahan dalem, tan terimane rabi pakenira nganti darbe hatur rapak
(sowan) hing pangadilan hukum, sawuse terang papriksane runtuh
talak pakenira sawiji”.

Yang dalam bahasa Indonesia berarti:

“Wahai pengantin pria, engkau menerima Taklik Janji Dalem, sewaktu-
waktu engkau menambang (meninggalkan  pergi) istrimu
bernama... ..... selama tujuh bulan perjalanan darat, atau menyeberang
lautan selama dua tahun, kecuali dalam menjalankan tugas negara,
dan istrimu tidak rela sehingga mengajukan rapak (menghadap) ke
pengadilan hukum, setelah jelas dalam pemeriksaannya, maka jatuhlah
talakmu satu .

Dapat dipahami dari uraian taklik talak diatas, secara tekstual taklik tidak dibaca

oleh mempelai pria, melainkan taklik dibacakan oleh pihak yang berwenang yaitu

43 Zaini Ahmad Noeh, Pembacaan Shigat Taklik Talak Sesudah Akad Nikah, Mimbar Hukum, Jakarta: Ditbinbapera
no. 30 Th. VII, 1997, 64.

4 Muhammad Suharto, “Studi Sejarah Taklik Talak di Indonesia”, KHULUQIYYA Jurnal Kajian Hukum dan Studi
Islam STAI AL-HIKMAH 2 BREBES, 8.
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penghulu (naib). Jika mempelai pria setuju dengan janji taklik yang dibebankan
padanya maka cukup dengan menjawab “inggih sendika” (iya saya bersedia).*®

Setelah Belanda datang ke Indonesia, ternyata penerapan taklik talak telah hidup
di masyarakat. Penggunaan istilah Arab untuk menjelaskan metode perceraian ini
membuktikan bahwa hukum Islam memang memiliki pengaruh yang besar terhadap
hukum keluarga Islam di Indonesia sejak awal sejarah negeri ini. Adapun orang yang
pertama menemukan taklik talak dalam bahasa Belanda dengan istilah voorwaardelijke
verstoting adalah Snouck Hurgronje ketika membahas masalah hukum adat.*®

Sebagai bentuk pengakuan kolonial Belanda terhadap hukum Islam di Indonesia,
mengenai pemberlakuan taklik talak dikeluarkan Ordonansi Pencatatan Perkawinan
Staatsblad 1895 No. 198 yang kemudian diperbarui dengan Staatsblad 1929 No. 348
dan Staatsblad 1931 No. 467.46 Serta Staatsblad 1882 No. 152 dibentuklah Peradilan
Agama yang diberi nama Priesterraden atau disebut Raad Agama atau Rapat Agama
atau Pengadilan Agama yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1882, yang
menetapkan bahwa Pengadilan Agama berwewenang untuk memeriksa apakah syarat-
syarat yang ditentukan dalam taklik talak telah terpenuhi.

Setelah ordonansi tersebut dikeluarkan, maka muncul gagasan dari para ulama
dengan persetujuan bupati selaku penguasa untuk melembagakan taklik talak sebagai
sarana pendidikan bagi para suami agar lebih memahami kewajibannya terhadap istri,
dengan beberapa tambahan dalam rumusan sighat, yaitu mengenai kekerasan fisik dan
kewajiban menafkahi. Pada akhirnya taklik talak tidak lagi diucapkan oleh penghulu
(naib), melainkan dibaca oleh suami.*’

Melihat bentuk taklik talak di Jawa bermanfaat dalam menyelesaikan masalah
suamiistri dalam rumah tangga, banyak penguasa daerah di luar Jawa dan Madura yang
menerapkannya di daerah masing-masing. Hal ini menjadi lebih merata dengan
diberlakukannya Ordonansi Pencatatan Nikah untuk luar Jawa dan Madura, yakni
Staatsblad 1932 No. 482. Sekitar tahun 1925 taklik talak sudah berlaku di daerah
Minangkabau. Dulu banyak wanita yang hidup terombang-ambing, mereka tidak
pernah bergaul dan tidak pernah diberi nafkah oleh suaminya, tetapi tidak juga
diceraikan. Jika mereka mengadu ke pengadilan, mereka justru akan disalahkan, karena

sulitnya Hakim Agama mengabulkan gugatan cerai mereka mweskipun mereka benar-

% 1hid.,
% Ibid., .9
47 1bid., 10-11
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benar telah ditinggalkan sepenuhnya oleh suaminya. Kondisi ini akhirnya membuat
mereka memutuskan untuk murtad, sehingga pernikahan dengan suaminya putus
dengan sendirinya. Oleh karena itu, untuk membebaskan wanita-wanita tersebut dari
ikatan pernikahan dengan laki-laki yang tidak bertanggungjawab, maka diberlakukan
taklik talak. Sedangkan di Muara Tembesi sudah ada sejak tahun 1910. Begitu juga di
Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan serta Sulawesi Selatan.*8

Dalam perkembangan selanjutnya redaksi taklik talak disempurnakan lagi dengan
beberapa poin tambahan, para ulama menyarankan agar dalam sighat taklik talak
ditambahkan ketentuan tentang ‘“wadh (uang pengganti). Hal ini dimaksudkan untuk
menjamin agar perceraian akibat pelanggaran taklik talak menjadi talak ba’in atau talak
khul’i sehingga seorang suami beritikad buruk tidak dapat serta merta merujuk kembali
kepada mantan istrinya kecuali dengan akad nikah yang baru. Dengan diberlakukan
‘iwadl ini, maka upaya istri untuk keluar dari penderitaan akibat ketidakharmonisan
dalam hubungan suami istri akan lebih terjamin. Usulan penambahan ketentuan ‘‘wadh
dalam redaksi taklik talak dipelopori oleh para ‘ulama di daerah Banten yang akhirnya
menjadi pembicaraan yang hangat di kalangan ‘ulama daerah Sumatera Selatan pada
tahun 1930-an. Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia, rumusan sighat
taklik talak mengalami perubahan. Dimana pada tahun 1931 ketika taklik talak
diberlakukan disekitar Jakarta dan Tanggerang, rumusan taklik tersebut mengalami
perubahan dan penambahan.*®

Setelah Indonesia merdeka, rumusan sighat taklik talak ditetapkan oleh
Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan
rumusan sighat taklik tidak disalahgunakan secara bebas yang dapat merugikan pihak
suami atau istri, atau bahkan bertentangan dengan hukum syara’. Sejak berlakunya UU
No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1952, ketentuan tentang sighat taklik talak
telah diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia. Dan sejak diambil alih
Kementerian Agama, sighat taklik juga mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan
tersebut tidak hanya mengenai unsur pokok tetapi juga mengenai kualitas syarat taklik

yang bersangkutan dan besarnya uang iwadl.°

48 Zaini Ahmad Noeh, Pembacaan Shigat Taklik Talak Sesudah Akad Nikah, Mimbar Hukum, Jakarta : Ditbinbapera
no. 30 Th. VII, 1997, 6.

49 Muhammad Suharto, “Studi Sejarah Taklik Talak di Indonesia”, KHULUQIYYA Jurnal Kajian Hukum dan Studi
Islam STAI AL-HIKMAH 2 BREBES, 12-13.

%0 |bid., 14.
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E. Tujuan Taklik Talak

Taklik talak yakni salah satu bentuk perjanjian yang dilakukan dengan sukarela,
namun sekali taklik talak tersebut diucapkan, maka hal tersebut tidak dapat dicabut
kembali. Artinya jika dikemudian hari istri tidak rela dan tidak ridho atas apa yang telah
dilakukan suami berdasarkan perjanjian taklik talak tersebut, istri dapat mengadukan
ke pengadilan agama untuk meminta diceraikan dari suaminya. Dengan kata lain istri
berhak mengajukan khulu’.>*

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa taklik talak yang sudah diperjanjikan
tersebut bertujuan untuk menjamin hak-hak istri dan sekaligus untuk melindungi istri
dari sikap kesewenag- wenangan dan tindakan diskriminatif suami, keduanya harus
memiliki peran yang sama dalam menjaga keutuhan keluarga. Sehingga baik suami
maupun istri harus bisa memahami tentang kewajiban dan hak suami istri masing-
masing dalam rumah tangga, namun dalam memahami tentang kewajiban dan hak
suami istri dalam berumah tangga harus didasari dengan aspek keadilan sehingga tidak
ada sikap diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin, contohnya seperti masalah
stereotip (pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang biasanya bersikap negatif).>?

Taklik talak bisa menjadi kekuatan spiritual untuk melindungi istri. Dapat dilihat
dari janji taklik talak yang diucapkan suami saat menikah, bahwa suami berjanji akan
selalu mencintai istrinya dan berjanji akan memenuhi semua kewajibannya sebagai
suami kepada istri. Namun menikah bukan hanya tentang hidup bersama, namun juga
harus saling melengkapi antara suami dan istri, dan saling memenuhi kewajiban suami
istri. Seharusnya suami istri dapat menyelesaikan masalah dalam rumah tangga dengan
bermusyawarah dan dibicarakan dengan baik-baik, mereka harus bisa saling tolong,
saling kerjasama dan saling membutuhkan, karena suami istri adalah pasangan yang
bersifat partnership (saling), saling melengkapi karena menikah adalah untuk
selamanya.>®

Selama ini tidak ada fakta atau hukum yurisprudensi yang menyatakan dari sudut
pandang syar’i bahwa taklik talak mengakibatkan mudharat bagi kaum wanita. Dan jika
taklik talak dirasa merugikan kaum pria, itu tidak lain karena sebab pria bersangkutan

tidak dapat mengendalikan diri dari berperilaku tidak islami.>* Taklik talak ini

51 Kamal Mukhtar, Asas- asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 208.

52 Sri Dian Harizon, “Faktor Penyebab Keenggananistri Mengajukan Gugat Cerai Terhadap Suami Yang Melanggar
Sighat Taklik Talak di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur”, Jurnal Qiyas, Vol. 2 No. 1, April 2017, 24.

%3 Hasanudin, “Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif”, Jurnal
Studi Islam, Vol. 14 No. 1, Juni 2016. 56.

5 Umar, Nasaruddin, Ketika Fikih Membela Perempuan, (Jakarta: TP. Elex Media Komputindo, 2014), 105.
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merupakan penyeimbang bagi wanita (istri) untuk bisa bersama-sama memiliki hak

dalam memutus hubungan perkawinan.

Maka dapat ditarik kesimpulan, tujuan taklik talak itu sangatlah mulia, yaitu untuk

memenuhi hak-hak istri yang harus diterimanya sekaligus untuk melindungi istri dari

tindakan diskriminatif dan sikap kesewenang-wenang suami. Sesuai dengan ajaran

Islam, bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memperlakukan istrinya dengan

sebaik-baiknya.

. Taklik Talak Dalam Perspektif Perundang-Undangan
1. Taklik Talak Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak

ada pasal yang secara khusus menyebutkan dan mengatur tentang taklik talak dalam

kedudukannya, baik sebagai perjanjian perkawinan maupun sebagai alasan

perceraian. Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan

diperbolehkannya kedua mempelai untuk membuat perjanjian tertulis sebelum

melaksanakan perkawinan yang bersifat umum dan tidak menyebutkan taklik talak.

Dalam penjelasannya pada Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan yang dimaksud bukan termasuk taklik talak

di dalamnya. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

terdiri dari empat ayat, yaitu:

Ayat (1) :

Ayat (2) :
Ayat (3) :

Ayat (4) :

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak
atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis
yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana
isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga
tersangkut

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar
batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Perjanjian  tersebut mulai  berlaku sejak  perkawinan
dilangsungkan.

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat
dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk
merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pada tanggal 21 Maret 2016 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan
Nomor 69/PUU-XI11/2015. Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan Pasal 29
Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 menjadi:
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Ayat (1) : Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan atau selama
perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan
bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh
pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya
berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Ayat (2) : Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar
batasbatas hukum, agama dan kesusilaan.

Ayat (3) : Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Ayat (4) : Selama perkawinan dilangsungkan, perjanjian dapat mengenai
harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau
dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk
mengubah atau mencabut dan perubahan atau pencabutan tersebut
tidak merugikan pihak ketiga.

Pasal ini menjelaskan bahwa selama masa perkawinan suami istri dapat
membuat perjanjian apapun asalkan tidak bertentangan dengan hukum. Namun
perjanjian yang dimaksud bukanlah perjanjian taklik talak sebagaimana diatur dalam
Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
Undang-Undang Perkawinan dapat diubah atau dicabut dengan persetujuan suami
dan istri dan tidak merugikan pihak ketiga atau orang lain apabila terkait.>®
Perjanjian tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum, agama dan
kesusilaan. Perjanjian itu berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama
perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali dari kedua
belah pihak ada kesepakatan untuk mengubah dan perubahan itu tidak merugikan

pihak ketiga.

Berkaitan dengan perjanjian perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 berisi tentang perjanjian perkawinan tetapi masih bersifat umum dan tidak
menyebutkan taklik talak. Pada dasarnya, perjanjian perkawinan memiliki berbeda
dengan taklik talak. Bedanya, perjanjian perkawinan dapat diubah sesuai dengan
kehendak kedua belah pihak, sedangkan perjanjian taklik talak tidak dapat diubah
dan bahkan tidak dapat dicabut kembali pemberlakuannya.®® Perbedaan lainnya
adalah isi perjanjian perkawinan dapat memuat apa saja asalkan tidak bertentangan

dengan aturan hukum Islam dan kesusilaan. Sedangkan perjanjian taklik talak hanya

%5 Nur Azizah Hutagalung dan Edi Gunawan, “Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam
Perspektif Teori Feminis”. Al Mizan Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 15, No. 1, 2019, ISSN 1907-0985, 186.
% 1hid., 11
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memuat hal-hal tertentu yang telah diatur oleh Menteri Agama. Selain itu, akibat
melanggar taklik talak adalah perceraian, jika istri mengajukannya ke Pengadilan
Agama sebagai alasan perceraian. Sedangkan akibat melanggar isi perjanjian

perkawinan tidak selalu perceraian.®’

2. Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam sudah jelas bahwa keberadaanya
merupakan bentuk perjanjian perkawinan meskipun bukan merupakan perjanjian
yang harus diadakan dalam setiap perkawinan. Namun Kompilasi Hukum Islam
menegaskan dan mengakui keberadaannya jika itu diperjanjikan.%®. Mengenai
pengaturan taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam ada beberapa pasal yang
memuat, yaitu pada bab I tentang ketentuan umum pasal 1 sub (e) dimana pasal ini
menyebutkan pengertian taklik talak dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam,
yaitu “suatu perjanjian nikah yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah
yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan dalam
suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang”. Rumusan
pengertian taklik talak yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat
universal-konseptual, artinya tidak mencampuradukkan kebijakan yang sifatnya
temporal dengan konsep dasar perjanjian perkawinan yang sifatnya tetap (permanen)
dan universal.>

Dalam pasal 45 disebutkan mengenai taklik talak yaitu: kedua calon mempelai
dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1) Taklik talak, dan

2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Adapun penjelasannya adalah membuat perjanjian dalam perkawinan
hukumnya adalah boleh (mubah), artinya seseorang boleh membuat perjanjian dan
boleh tidak membuat perjanjian. Tanpa ada perjanjianpun, perkawinan dapat
dilaksanakan. Dengan kata lain, perjanjian perkawinan hanyalah sebuah lembaga

yang dibuat jika terdapat pihak-pihak yang merasa perlu untuk membuat perjanjian

5 1bid., 12

% Sami Faidhullah, “Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)”, Jurnal
Al-Risalah, Vol. 13, No. 1, Januari — Juni 2017, 112.

% Moh. Afandi dan Nilna Fauza, “Perjanjian Perkawinan Dalam Menjamin Hak-Hak P erempuan, Al-Manhaj”
Journal of Indonesian Islamic Family Law, Vol. 2, No. 1, 2020, ISSN: 2715-003, 10.
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agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.®® Namun apabila sudah terlanjur
dibuat, maka kedua belah pihak yang membuatnya harus (wajib) memenuhi
kesepakatan yang telah dibuat. Dengan kata lain, penghormatan terhadap suatu
perjanjian hukumnya adalah wajib, jika perjanjian tersebut berdampak positif,
perannya sangat besar dalam memelihara perdamaian, dan sangat urgen dalam
mengatasi ketidakmungkinan, menyelesaikan perselisihnan dan menciptakan
kerukunan.®! Perjanjian taklik talak merupakan bentuk perjanjian yang diucapkan
oleh suami setelah akad nikah yang dituangkan dalam akta nikah berupa talak yang
digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di kemudian hari.5?
Selain pasal diatas, disebutkan juga dalam pasal 46 yaitu:

(1) Isitaklik talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam.

(2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi di
kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-
sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan agama.

(3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada
setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak

dapat dicabut kembali.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, taklik talak tidak wajib hukumnya, tetapi
sekali taklik talak diucapkan maka tidak dapat ditarik kembali, dalam hal ini taklik

talak sangat mengikat bagi mereka yang mengadakan perjanjian taklik talak ini.

3. Taklik Talak Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007
Peraturan Menteri Agama juga terdapat pengaturan mengenai taklik talak.
Tercantum pada Pasal 23, yaitu:
1. Suami dapat menyatakan sigat taklik.
2. Shigat taklik dianggap sah apabila ditandatangani suami.
3. Shigat taklik ditetapkan oleh Menteri Agama.
4. Shigat taklik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat

dicabut kembali.

8 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan
Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI), (Jakarta: Kencana, 2004), 139

61 Moh. Afandi dan Nilna Fauza, “Perjanjian Perkawinan Dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan”, Al-Manhaj:
Journal of Indonesian Islamic Family Law, Vol. 2, No. 1, 2020, ISSN: 2715-003, 8.

62 Syaefuddin Haris, “Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, Jurnal
Arena Hukum, VVolume 6, Nomor 3, Desember 2013, 342.
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Adapun penjelasan dari pasal tersebut, bahwa isi perjanjian taklik talak telah
ditetapkan oleh Menteri Agama dan diterbitkan oleh Departemen Agama, karena
hanya umat Islam saja yang melakukan perjanjian taklik talak. Hukum taklik talak
sebenarnya mubah, dalam artian bisa dibaca ataupun tidak, hal itu merupakan pilihan
yang bisa dibicarakan terlebih dahulu dengan calon suami dan istri. Apabila taklik
talak dibacakan maka tidak dapat dicabut kembali. Jika suami pada suatu saat
melanggar taklik talak, talak tidak secara otomatis terjadi. Namun istri harus

menggugat ke pengadilan.

G. Magqashid Syari’ah

Maqasid Syari’ah menurut etimologi tersusun dari dua kata, Magasid dan Syari ah.
Magasid yaitu jamaknya gasd artinya bermaksud, menuju suatu tujuan, tengah-tengah,
adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus. Kemudian kata selanjutnya yaitu Syari’ah.
Kata tersebut diambil dari kata syara’ yang berarti jalan menuju air mata, kebiasaan
atau sunnah. Menurut al-Syatibi kandungan magqasidal-syari’ah atau tujuan hukum
adalah tercapainya maslahat bagi kehidupan manusia.®

Magasid Al Syariah dalam perspektif Wahbah al Zuhaili, yaitu sebuah nilai-nilai
yang terkandung secara implisit baik seluruh atau sebagian dari hukumnya. Nilai-nilai
dan sasaran-sasaran itu maksudnya adalah tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan
oleh syara’ dalam setiap aturan hukum. Sedangkan menurut Imam Asy-Syathibi tujuan
akhir hokum itu adalah satu, yaitu tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan manusia.

Inti/makna dari Maqasid Syari’ah yaitu untuk tercapainya suatu kemaslahatan,
sebab dalam tujuan penetapan hukum Islam ialah untuk tercapainya kemaslahatan
dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. Sebagaimana telah diketahui bahwa
hukum Islam mempunyai lima tujuan kemaslahatan pada diri manusia yaitu memelihara
agama (Hifzal-din), memelihara jiwa (Hifzal-nafs), memelihara akal (Hifzal-aql),
memelihara nasab (Hifzal-nasb), dan memelihara harta (Hifzal-mal).%

Menurut jumhur ulama bahwa kemaslahatan dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:
Pertama, sebuah kemashlahatan akhirat yang dijamin oleh akidah dan ibadah. Kedua,
maslahat duniawi yang dijamin oleh muamalah. Kemashlahatan tersebut ada 5 (lima)

yang harus dijaga yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ketika kelima hal

63 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 64.
64 Muhammad Khalid Mas’ud, Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 225.
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tersebut bisa dijaga maka bisa disebut maslahat, namun ketika hal tersebut tidak dapat
diajaga maka dinamakan dengan mafsadat.

Dalam hal untuk melindungi lima daripada tujuan hukum Islam tersebut ada tiga
tingkatan kebutuhan yang harus diperhatikan yaitu: kebutuhan yaitu al-Dhorruriyat, al-
Hajiyat dan al-Tahsiniat.®

1. Tingkat kebutuhan primer adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi apabila

tidak terpenuhi maka keselamatan kehidupan manusia akan terancam.

Kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan al-dharuriyat.

2. Tingkat kebutuhan sekunder artinya kebutuhan ini apabila tidak terpenuhi maka
manusia tidak sampai terancam namun ia akan mengalami kesulitan. Kebutuhan

ini disebut juga dengan kebutuhan al-hajiyyat.

3. Tingkat kebutuhan tersier maksudnya adalah dimana ketika tidak terpenuhi
maka dari kelima tujuan tersebut tidak akan terancam. Sebab kebutuhan ini
sebagai pelengkap saja seperti ungkapan al-Syatibi seperti hal yang merupakan
kepatutan menurut adat istiadat. Kebutuhan ini disebut juga dengan kebutuhan

al-tahsiniyat.

H. Kedudukan Pandangan Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang
untuk mengadili. Dalam Islam dijelaskan bahwa hakim adalah seorang yang diberi
amanah untuk menegakkan keadilan dengan nama Tuhan atas sumpah yang telah
diucapkan, dalam pandangan Islam kalimat tauhid adalah amalan yang harus
diwujudkan dalam bentuk satu kata dan satu perbuatan dengan niat lillahi ta’alla.
Sehingga pada setiap putusannya benar-benar mengandung keadilan dan kebenaran.
Hakim sebagai pelaksana hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting sekaligus
mempunyai beban yang sangat berat. Dipandang penting karena melalui hakim akan
tercipta produk-produk hukum baik melalui ijtihad yang sangat dianjurkan sebagai
keahlian hakim, yang diharapkan dengan produk tersebut segala bentuk kezaliman yang
terjadi dapat tercegah dan diminimalisir, sehingga ketentraman masyarakat terjamin.
Dari tugas hakim ini menunjukkan posisi hakim sangat penting sebagai unsur badan

peradilan. Hakim sebagai salah satu unsur peradilan yang dipandang penting dalam

8 Ulul Azmi Mustofa, “Syariah Card Pesrpektif Al-Magqasid Syariah,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam STIE AAS
Surakarta Vol. 1, no. 1 (2015), 21.
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menyelesaikan perkara yang diperselisinkan antara sesama, oleh sebab itu harus
didukung oleh pengetahuan dan kemampuan yang profesional dengan syarat-syarat
yang umum dan khusus yang ditentukan oleh Mahkamah Agung.

Pada dasarnya dalam suatu negara hukum seperti Indonesia, hakim dalam
menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu sendi dasar yang pokok dan
utama.®® Melalui representasi hakim yang demikian, pemaknaan negara hukum ini tidak
diartikan sebagai supremasi undang-undang, tetapi yang dihendaki oleh Kkonstitusi
adalah supremasi hukum. Dalam konteks ini sesuai dengan pasal 24 ayat (1) Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan”. Dari perumusan Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas, terlihat bahwa kekuasaan kehakiman
diidentikan dengan kekuasaan peradilan atau kekuasaan mengadili.®’

Kedudukan hakim Indonesia yang demikian tercermin secara normatif dalam pasal
5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
menegaskan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
Ketentuan ini harus diartikan sebagai sebuah kewajiban bagi hakim karena hakim
merupakan perumus dan penggali nilainilai hukum yang hidup dikalangan rakyat.
Sebagaimana diketahui bahwa tidak ada hukum atau perundang-undangan yang sangat
lengkap. Peraturan hukum yang tidak jelas harus dijelaskan, yang tidak lengkap harus
dilengkapi dengan jalan menemukan hukumnya agar aturan hukumnya dapat
diterapkan terhadap peristiwanya.®®

Kebebasan hakim dalam menegakan hukum dan keadilan dalam suatu proses
peradilan sejalan dengan perintah undang-undang yang mewajibkan hakim sebagai
penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai
hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sehubungan dengan tugas
pokok hakim yaitu menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan
kepadanya, maka hakim haruslah dapat menemukan dan menentukan apa yang menjadi

hukum in konkreto atas suatu peristiwa hukum tersebut. Sehingga putusan hakim

% Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan
Putusan Peradilan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 54.

67 Risni Ristiawati, “Kebebasan Hakim dalam Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”, Jurnal
Banua Law Review, VVolume 2 Issue 1, October 2020, 72.

8 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan
(Yogyakarta: Ul Press, 2012), 50-51.
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merupakan penerapan hukum yang umum dan abstrak pada peristiwa konkret. Untuk
hal tersebut, hakim harus mempunyai kebebasan dalam menafsirkan, menemukan, dan
menerapkan hukum, yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara konkrit
sebagai wujud penemuan hukum dalam proses peradilan. Dalam hal pembentukan
hukum, hakim merupakan central figure of legal creation.®

Tugas hakim sebagaimana disampaikan Aharon Barak, tidak hanya menyelesaikan
sengketa dari para pihak. Namun lebih jauh hakim bertanggung jawab untuk
menjembatani jurang antara masyarakat dan hukum. Masyarakat berkembang begitu
pesat dan perubahan dalam masyarakat tidak dapat dielakkan. Hukum sering kalah
cepat dalam mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat. Namun perubahan
dalam masyarakat ini baik secara gradual maupun secara cepat tidak diikuti oleh
perubahan hukum. Dalam hal ini hakim bertanggung jawab untuk ikut serta
menciptakan hukum yang baru melalui berbagai putusannya yang progresif.™

Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah Peradilan Agama
yang merupakan peradilan khusus, bertugas dan berwenang menerima, memutus dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan
hukum Islam, wakaf dan shadagah serta ekonomi syariah. Bidang perkawinan
khususnya perceraian merupakan perkara yang paling tinggi grafiknya dan mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun dibanding perkara lain yang menjadi wewenang
Pengadilan Agama. Meskipun perkara yang paling banyak di ajukan ke pengadilan
agama adalah perkara perceraian, untuk beberapa wilayah terlihat bahwa perkara-
perkara yang lain juga telah banyak diselesaikan pengadilan agama, termasuk sengketa
ekonomi syari’ah.

Melihat luasnya peran dan tantangan yang dihadapi peradilan agama, maka profil
hakim peradilan agama yang diharapkan pada masa yang akan datang adalah hakim
yang memiliki personalitas, meliputi pengetahuan hukum Islam, keterampilan
menerapkan hukum dengan integritas pribadinya, seorang hakim harus learned in law
dan juga skilled in law, artinya selain harus memahami substansi hukum dan arti hukum,
ia juga harus terampil dalam penerapan hukum. Di tangan hakim ilmu hukum itu

menjadi applied science. Para hakimlah yang memberinya nyawa dan kehidupan

% Lili Rasyidi and 1.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), 46.
0 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, (Jakarta: Kencana, 2008), 8-9.
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kepada pasal-pasal undang-undang dan peraturan yang terdiri dari huruf-huruf mati.”

" Hidayati Fitri, Peran Hakim Peradilan Agama Dalam Memujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Melalui
Putusan, Jurnal JURIS, Volume 10, Nomor 1 Juni 2011, 33.
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BAB Il

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA PATI DAN PANDANGAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA PATI TERKAIT PENGHAPUSAN TAKLIK TALAK
PADA PMA NO. 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERAN

I. Profil Pengadilan Agama Pati
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pati

Pengadilan Agama Pati merupakan badan peradilan di bawah naungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam tugas dan fungsinya memiliki visi
dan misi yang mendukung berjalannya sebuah tupoksi di Mahkamah Agung Republik
Indonesia adalah mewujudkan badan peradilan Indonesia yang Agung (peradilan
paling tinggi). Pengadilan Agama Pati adalah salah satu pelaksana Kekuasaan
Kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang utamanya adalah yang beragama
Islam. Sebagian tugas pokok kekuasaan kehakiman perkara yang ditangani oleh
Pengadilan Agama Pati yaitu perkara-perkara perdata yang tugas utamanya menerima,
memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh para
pencari keadilan. Secara administrasi dan teknis yustisial badan peradilan yang
dibawah pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam sebuah badan
peradilan ada sebuah asa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang diatur dalam
Pasal 2 ayat 4 UU No. 48 Tahun 2009, yang berbunyi bahwa peradilan adalah
sederhana, cepat dan biaya ringan. Setiap kata pada asas mengandung makna
tersendiri.

Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan
dengan teknik efisien dan efektif. Cepat mengandung arti universal, yaitu berkaitan
dengan waktu yang penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Selain itu makna cepat ini
dikenal dengan istilah adagium justice delayed justice derited., bernakna proses
peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak pencari
keadilan. Sedangkan biaya ringan vyaitu biaya perkara yang terjangkau oleh
masyarakat, apalagi sekarang ini Mahkamah Agung telah mempunyai beberapa
aplikasi, misalnya e-court atau pendaftaran perkara yang dimana biaya tersebut lebih
murah dibanding dengan melakukan pendaftaran gugatan secara offline. Namun
bukan hanya asa peradilan saja yang diunggulkan dalam peradilan tetapi juga dengan

pelayanan masyarakat mengenai kesediaan tempat, menyediakan sarana dan
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prasarana ketika berperkara yang tujuannya masyarakat dapat menikmati dan
mendapatkan kepastian hukum.?
2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pati
Eksistensi Pengadilan Agama Pati yang telah ada di Kabupaten Pati sejak tahun

1882, berdasarkan Keputusan Hindia Belanda Staadblad Nomor 152 tahun 1882
tanggal 02 Juni 1882, sangat penting dan sangat diperlukan oleh masyarakat pencari
keadilan khususnya di Kabupaten Pati. Pada awalnya gedung Pengadilan Agama Pati
merupakan gedung Pengadilan Negeri yang dialih fungsikan sesuai dengan surat
keputusan kepala badan administrasi MA RI No. 45/BUALP/5-KEP/XI1/2006/tanggal
12 Desember 2006. Gedung tersebut berdiri di atas tanah seluas 3000 M2 dengan luas
bangunan 400 M2. Dasar Pembentukan Pengadilan Agama Pati adalah Staatsblad
Tahun 1882 No. 152 pada tanggal 2 Juni 1882, ditambah dan diubah terakhir oleh
Staatsblad 1937 No. 116 dan 610 atau Pengadilan Agama yang dibentuk menurut
Pasal 12 Stbl 1932 No. 80. Sekarang Pengadilan Agama Pati telah ditetapkan
berdasarkan KMA Nomor 37/KMA/SK/11/2017 Tentang Peningkatan Kelas pada dua
puluh sembilan (29) Pengadilan Agama Kelas |1 Menjadi Kelas | B dan dua puluh satu
(21) Pengadilan Agama Kelas | B menjadi Kelas I A menjadi Pengadilan Agama
dengan kategori Pengadilan Kelas IA dan berlaku sejak tanggal penetapan yaitu pada
tanggal 9 Februari 2017. Pengadilan Agama Pati terletak di JI. P. Sudirman No. 67
Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah 591127

Telp/Fax: (0295) 385185 dan 384418

Email: pa_patil@yahoo.co.id

FB: facebook.com/pa.pati

IG: instagram@pa.pati.400967

Youtube: pa_pati@youtube

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pati’
a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Pati Yang Agung.

2 Profil Pengadilan Agama Pati http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profil-pengadilan,
diakses pada tanggal 13 Juni 2022.

73 Sejarah Pengadilan Agama Pati http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/sejarah-pengadilan,
diakses pada tanggal 13 Juni 2022.

" Visi dan Misi Pengadilan Agama Pati http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/visi-dan-misi-
pengadilan, diakses pada tanggal 13 Juni 2022.


http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profil-pengadilan
http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/sejarah-pengadilan
http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/visi-dan-misi-pengadilan
http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/visi-dan-misi-pengadilan
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b. Misi
1) Meningkatkan Pelayanan Penerimaan Perkara.
2) Mewujudkan Proses Pemeriksaan Perkara yang Sederhana, Cepat dan Biaya
Ringan.
3) Menciptakan Peradilan Yang Mandiri dan Independen.
4) Membuka Akses Publik Seluas-luasnya.
5) Meningkatkan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Terhadap

Jalanya Peradilan.

4. Letak Geografis Pengadilan Agama Pati’
Adapun batas wilayah hukum Pengadilan Agama Pati terdiri atas 21 Kecamatan
yang terdiri dari 5 Kelurahan dan 401 Desa, sedangkan batas-batas wilayahnya adalah

sebagai berikut:

a. Sebelah utara : Kabupaten Jepara dan laut jawa

b. Sebelahselatan  : Kabupaten Grobogan dan Kabupten Blora
c. Sebelah barat : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara
d. Sebelah timur : Kabupaten Rembang dan laut jawa

5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pati
Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pati dibagi atas beberapa Kecamatan, yaitu

sebagai berikut:

a. Kecamatan Pati |.  Kecamatan Trangkil

b. Kecamatan Juwana m. Kecamatan Gabus

c. Kecamatan Margoyoso n. Kecamatan Batangan

d. Kecamatan Gembong 0. Kecamatan Jakenan

e. Kecamatan Tlogowungu p. Kecamatan Kayen

f. Kecamatan Wedarijaksa g. Kecamatan Jaken

g. Kecamatan Dukuhseti r. Kecamatan Tayu

h. Kecamatan Cluwak s. Kecamatan Gunungwungkal

i. Kecamatan Winong t. Kecamatan Puncakwangi

j.  Kecamatan u. Kecamatan Sukolilo
Tambakromo

> Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pati http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/peta-
yuridis, diakses pada tanggal 13 Juni 2022.


http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/peta-yuridis
http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/peta-yuridis
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k. Kecamatan Margoyoso

6. Wewenang Pengadilan Agama Pati

Kekuasaan Absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan
jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya
dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.
Terhadap kekuasaan absolut ini. Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti
perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau tidak.

Pengadilan Agama Pati mempunyai kewenangan mengadili perkara perkara
perdata pada tingkat pertama sebagaimana Pengadilan Agama yang lain di seluruh
Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, yang kemudian diamandemen ke dalam Undang Undang No. 3 tahun 2006
dan terakhir diamandemen dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang
perubahan yang isinya berbunyi sebagai berikut: "Pengadilan Agama bertugas dan
berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, zakat, waris, infag,

wasiat, hibah, shadagah, ekonomi syari‘ah dan wakaf.

7. Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama’®
Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan
ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan

kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair.

6 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pati http:/pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-
31/tugas-pokok-dan-fungsi, diakses pada tanggal 13 Juni 2022.


http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/tugas-pokok-dan-fungsi
http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/tugas-pokok-dan-fungsi
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Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia.
Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara
perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur Organisasi
Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara
langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding
sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di
lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan
Tinggi Agama.

1) Tugas-tugas lain Pengadilan Agama ialah:

a. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam

kepada instansi Pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta.

b. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.

c. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian,

pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.

d. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa

antara orang-orang yang beraga Islam.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah
dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah,
infag, shadagah, dan ekonomi syariah.

2) Fungsi Pengadilan Agama:

a. Melakukan pembinaan terhadap pejabat strykturan dan fungsional dan
pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun
administrasi umum.

b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan
pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No. 3 Tahun 2006).

c. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.
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8. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati’’

STRUKTUR ORGANISASI

KETUA

Drs. H. TAHRIR

Crs ™ Hamgan, 3.4 m Ea S ——

Dra. Hj. Malinadza, S H., MH

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang

J. ldentitas Hakim
Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 5 (lima) hakim yang telah dirujuk
Ketua Pengadilan Agama Pati untuk memberikan data kepada peneliti terhadap
penulisan skripsi ini dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pati terhadap
penghapusan taklik talak dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019
tentang pencatatan perkawinan” adapun hakim tersebut sebagai berikut:
1. Nama : Drs. Sutiyo, M.H.
TTL : Grobogan, 02 Juni 1965
Jabatan : Hakim
Adapun perjalanan Kkarir beliau menjadi hakim, sebagai berikut;
— Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bawean tahun 2005
— Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Blora tahun 2011
— Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Rembang tahun 2015
— Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pati tahun 2019

7 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/struktur-
organisasi, diakses pada tanggal 13 Juni 2022.


http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/struktur-organisasi
http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/struktur-organisasi
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Nama : Drs. H. Nadjib, S.H.

TTL : Jepara, 06 Juni 1962

Jabatan : Hakim

Adapun perjalanan karir beliau menjadi hakim, sebagai berikut;
— Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sumbawa tahun 1995
— Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Purworejo tahun 2003
— Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2011
— Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Cilacap tahun 2015
— Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2020
— Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pati tahun 2021

Nama : H. Abdul Kholid, S.H., M.H.

TTL : Kudus, 27 Agustus 1958

Jabatan : Hakim

Adapun perjalanan Karir beliau menjadi hakim, sebagai berikut;
— Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Tanjung Selor tahun 2005
— Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Tanjung Redep tahun 2010
— Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2012
—  Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Tanjung Selor tahun 2015
— Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Bontang tahun 2016
— Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pati tahun 2020

Nama : Drs. H. Tahsin
TTL : Demak, 19 Juni 1958
Jabatan : Hakim
Adapun perjalanan Kkarir beliau menjadi hakim, sebagai berikut;
— Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pati tahun 1994
— Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Rembang tahun 2008
— Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kudus tahun 2012
— Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pati tahun 2018

Nama : Drs. H. Mutamakin, S.H
TTL : Demak, 15 Oktober 1962
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Jabatan : Hakim

Adapun perjalanan karir beliau menjadi hakim, sebagai berikut;
— Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Selong tahun 2014
— Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Gianyar tahun 2015
— Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pati tahun 2018

K. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pati Terhadap Penghapusan Taklik Talak

dalam PMA No. 20 Tahun 2019
Adapun pendapat hakim Pengadilan Agama Pati mengenai perubahan pasal taklik
talak pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan

Perkawinan sebagai berikut:
1. Drs. Sutiyo, M.H.
Pendapat pertama dari hakim Drs. sutiyo, M.H., pengertian taklik talak
menurut beliau:

“Taklik talah dalam bahasa fikih kan disebut talak yang digantungkan
pada suatu keadaan tertentu. Kalau dilihat dari segi historisnya taklik
talak itu muncul pada masa pemerintahan kasultanan mataram, ketika
prajuritnya ditugaskan untuk menaklukan suatu kerajaan lain, yang
akan menjadi kekuasaannya itu kan banyak prajurit yang diutus ke
medan perang, tidak sedikit prajurit yang terbunuh, atau tidak terbunuh
pun kemudian prajurit tercantol pada gadis-gadis yang berada kerajaan
itu, oleh karena itu supaya rasa keyakinan hati hak dari seorang wanita
dari sebuah perkawinan itu terjaga. Maka, oleh kebijakan sultan diatur
dibuat sebuah aturan yang namanya taklik talak, jadi pasangan suami
istri, yang suami menjadi menjadi prajurit kraton tidak mempunyai
kekhawatiran lagi jika dalam batas waktu tertentu suami tidak pulang
maka secara hukum istri bisa mengadu ke pengadilan kerajaan agar
supaya diputuskan tali perkawinan, itu dari segi sejarah”’®

Jadi taklik talak itu muncul pada masa pemerintahan kasultanan mataram.
Hal ini bermula dalam upaya memberi kemudahan bagi wanita untuk
melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan pergi dalam
jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas. Pada jaman dahulu sang suami
pergi meninggalkan sangistri untuk melaksanakan tugas mengabdi kepada
kerajaan, berperang melawan penjajah dan berjaga didaerah atau perbatasan
daerah kekuasaan, ini sebabnya dirumuskanlah ketentuan sighat taklik talak agar

sangistri memiliki kepastian, jika suatu saat nanti suaminya tidak kembali dalam

8 Wawancara dengan bapak Sutiyo, Hakim Pengadilan Agama Pati, tanggal 16 Juni 2022.
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waktu yang lama atau dikhawatirkan suami gugur dalam medan perang ketika
menjalankan tugas. Taklik talak pada jaman dahulu dikenal sebagai taklik janji
dalem, atau taklik janjining ratu yang memiliki arti taklik janji kepada ratu atau
perempuan dalam kaitan dengan tugas Negara.

Menurut hemat beliau taklik talak itu bukan suatu keharusan dalam

perkawinan;

“Perkawinan dalam konsep islam merupakan misagan ghalidan
perjanjian suci antara dua orang yang ingin menyatukan dirinya sebuah
rumah tangga, karena misagan ghalidan pejanjian suci, rasanya secara
kemanusiaan secara nilai-nilai moral, secara nila-nilai hukum, dirasa
tidak etis kalau harus dikotori atau dicoreng atau dinodai dengan
sebuah janji perceraian, ini sesuatu janji yang mulia janji yang suci
menurut Allah, mengapa setelah akad nikah kemudian dinodai dengan
penggantungan talak. Secara manusiawi, secara norma hukum, rasa-

rasanya mengandung cacat”.’”®

Perkawinan itu bukan saja perjanjian lahir tetapi juga perjanjian bathin
antara suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia
dan kekal. Secara psikologis pembacaan taklik talak setelah akad nikah dirasa
menjadi kurang nyaman, karena disaat hari bahagia pernikahan, lalu dinodai
dengan penggantungan talak yang belum tentu nanti akan terjadi. Seharusnya
mereka di ajarkan bagaimana caranya agar menjaga hubugan dengan baik bukan
malah untuk pisah. Pada dasarnya, isi dari taklik talak tersebut sudah menjadi
kewajiban seorang suami sejak akad nikah dilangsungkan.

Perubahan yang terjadi pada PMA terbaru yang tidak memuat kembali taklik
talak, hakim Sutiyo menjelaskan bahwa beliau setuju apabila dihapuskan.
Menurutnya, di dalam perkawinan terdapat kandungan dan nilai-nilai ibadah;

“Selaku sebagai seorang hakim peradilan agama saya sangat setuju,
kenapa sangat setuju, agar supaya nilai-nilai perkawinan yang satu
mengandung nilai ibadah, mengandung perjanjian suci, Yyang
mempunyai nilai yang begitu agung, apalagi didasarkan pada sebuah
pesta agung, kemudian harus dinodai, dikotori, harus dicooret dengan
perjanjian yang belum tentu perjanjian itu nanti akan terjadi. Sehingga
kalau pandangan saya sangat setuju kalau dihilangkan dari ketentuan
pma agar supaya orang setelah menikah setelah mengucapkan janji suci
akad nikah yang bernilai suci menurut agama islam tidak lagi dikotori
dengan hal yang tidak perlu atau tidak urgent, menurut saya kurang
etis, jadi semata-semata hanya sisi ukuran etika, kemudian sisi

9 Wawancara dengan bapak Sutiyo, Hakim Pengadilan Agama Pati, tanggal 16 Juni 2022.
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kepatutan, kepantasan. Sehingga kita melihat setuju lah penghapusan
taklik talak”.%

Mengenai urgensi taklik talak, beliau berpendapat bahwa taklik talak itu
sudah tidak urgensi lagi, karena sudah ada undang undang yang mengaturnya;

“Disisi lain, soal masalah perceraian ini sudah ada undang-undang
yang mengatur, sudah ada norma hukum atau lembaga hukum dapat
menyelesaikan jika terdapat sengkata dalam rumah tangga atas dasar
ini kurang urgen, kalau sebuah perkawinan yang suci kemudian di
nodai dengan perjanjian perceraian, baru saja akad nikah masa
langsung digantungkan talak”.8!

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, taklik talak bukanlah menjadi
suatu hal yang urgen. Kemudian dari sisi muatan sudah dimuat dalam aturan
perundang-undangan yang memberikan hak bagi istri untuk melepas diri dari
ikatan pernikahan manakala suaminya berbuat semena-mena dan aniaya
kepadanya.

Dalam realitanya Pengadilan Agama Pati masih menerima gugatan
perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak;

“Pengadilan Agama mengadili perkara tergantung apa yang dijadikan
dasar, yang disebut surat gugatan, kalau didalam surat gugatan itu si
penggugat mendalilkan bahwa suaminya telah melanggar taklik talak
karena sudah 3 (tiga) bulan tidak memberi nafkah, membiarkan 6
(enam) bulan tidak menyentuh apa, kekerasan fisik, menyakiti badan
jasmani, meninggalkan 2 (dua) tahun tanpa ada keterangan, kalau itu
dijadikan dasar mengajukan perceraian, hakim sifatnya hanya menilai,
jika semua yg didalilkan dalam syarat-syarat ada salah satu yg
terpenuhi, maka terwujud. maka hakim akan ~memutuskan
berdasarakan taklik talak, namun sampe hari ini presentase dari
terjadinya taklik talak di Pengadilan Agama Pati dari 1400-an perkara
talik talak rata-rata tidak ada 1 (satu) persennya. Kebanyakan atas dasar
pertengkaran, selingkuh, kekerasan fisik’’8?

Tugas sebagai hakim itu untuk mengadili sebuah perkara tergantung apa
yang dijadikan dasar, dan hakim sifatnya hanya menilai. Jika seseorang istri
mengajukan gugatan dengan alasan taklik talak, hakim tetap menanyakan bukti
apakah si suami tersebut benar-benar melakukan hal yang di larang dalam sighat
taklik talak tersebut atau tidak. Dengan cara mendatangkan saksi-saksi maupun

bukti lainnya. Jadi, talak tidak langsung terjadi sebelum ada bukti terlebih

80 Wawancara dengan bapak Sutiyo, Hakim Pengadilan Agama Pati, tanggal 16 Juni 2022.
8 1bid.,
82 Wawancara dengan bapak Sutiyo, Hakim Pengadilan Agama Pati, tanggal 16 Juni 2022.
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dahulu, jika semua yg didalilkan dalam syarat-syarat ada salah satu yg terpenuhi,
maka jatuhlah talak. Proses taklik talak ini sama dengan proses gugat cerai di
Pengadilan Agama.

Pada masa sekarang taklik talak sudah tidak terlalu urgent dalam
pernikahan. Dikarenakan saat ini sudah jarang sekali di Pengadilan Agama Pati
istri menggugat ke pengadilan dengan alasan suami melanggar taklik talak.
Masih banyak masyarakat yang belum mengerti maksud dan tujuan taklik talak
tersebut. Kebanyakan perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Pati itu atas
dasar faktor ekonomi, pertengkaran, kekerasan fisik, dan perselingkuhan.

2. Drs. H. Nadjib, S.H.
Pendapat yang kedua dari hakim Drs. H. Nadjib, S.H., pengertian taklik
talak menurut beliau:

“Sesuatu pernyataan sepihak dari istri mengenai perbuatan suami yang
tidak melakukan kewajiban atas sewaktu waktu meninggalkan, suatu
pernyataan bahwa itu menunjukkan keseriusan seorang suami dalam
menjalin pernikahan membuat yakin melindungi lahir dan batin”.8

Beliau juga menjelasakan bahwa taklik talak juga merupakan salah satu
alasan bagi seoarang istri untuk mengajukan perceraian, sesuai dalam pasal 116
Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:*

a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkannya.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal
lain diluar kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau kekerasan berat yang
membahayakan pihak lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat
tidak dapat menjalannkan kewajibannya sebagai suami atau istri.

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga.

g. Suami melanggar taklik talak.

8 Wawancara dengan bapak H. Nadjib, Hakim Pengadilan Agama Pati, tanggal 16 Juni 2022.
84 Kompilasi Hukum Islam.
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Pada huruf (g) dijelaskan bahwa taklik talak dapat dijadikan alasan pihak istri

perjanjian dan harus mampu membuktikan kebenarannya.

untuk menggugat suami di Pengadilan Agama jika telah ada pelanggaran

Mengenai taklik talak apakah suatu keharusan dalam perkawinan, beliau

menjelaskan:

“Menurut hemat saya taklik talak itu tidak harus dibaca dalam sebuah
perkawinan, namun jika istri menghendaki adanya taklik talak, maka
suami harus membacanya, kalau pandangan saya pernikahan itu kan
moment yang sakral, janji suci, dan diharapkan langgeng, jadi
dibacanya taklik talak itu mengganggu kesakralan acara pernikahan
tersebut, karena pengantin baru akad nikah kok sudah mengucapkan
perjanjian berupa talak yang belum tentu terjadi di kemudian hari,
namém hal tersebut kan sudah menjadi hal lumrah di kalangan kita
ya».8

Pemahaman masyarakat dalam menilai taklik talak ini merupakan hal yang

lumrah dan hal yang sering dilakukan suami setelah akad nikah berlangsung

karena bertujuan untuk memberikan ruang kepada suami supaya lebih berhati-

hati dalam melaksanakan hak dan kewajiban dan berupaya memberikan hak dan

kewajiban kepada istrinya. Dari sinilah seolah taklik talak harus selalu diadakan

dalam sebuah perkawinan, padahal taklik talak hanya sekedar sukarela.

Mengenai perubahan yang terjadi pada PMA terbaru, yakni adanya

penghapusan taklik talak. Beliau berpendapat:

“Kalau saya pribadi setuju-setuju aja, perubahan yang terjadi pada
PMA yang sekarang, itu menggambarkan bahwa semua mengikuti
zaman, hukum dan peraturan seharusnya bisa mengikuti perkembangan
supaya sesuai dengan kondisi saat ini, kalau di fikih ada kaidah La
Yunkiru Tagayyur Al-ahkam Bitagayyur Al-azma wa Al-Ahwal,
perubahan suatu hukum itu dapat terjadi karena perubahan zaman dan
kondisi, kalau dari kacamata saya tidak tercantumnya taklik talak dalam
PMA terbaru sebenarnya tidak mengurangi hak dan perlindungan bagi
seorang istri”.&

Dari kaidah tersebut dapat dicermati bahwa hukum dalam teori hukum Islam

selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat yang
tidak pernah dalam keadaan statis, masyarakat selalu mengalami perubahan dan

8 Wawancara dengan bapak H. Nadjib, Hakim Pengadilan Agama Pati, tanggal 16 Juni 2022.
8 Wawancara dengan bapak H. Nadjib, Hakim Pengadilan Agama Pati, tanggal 16 Juni 2022.
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perkembangan, semua realitas sosial senantiasa berubah dengan derajat
kecepatan, intensitas, irama, dan tempo yang berbeda.
Dalam pandangan beliau, dijelaskan bahwa taklik talak sudah tidak memiliki
urgensi;

“Menurut pribadi saya selaku hakim, taklik talak sudah tidak memiliki
urgensi lagi, dikarenakan isi yang terkandung dalam taklik talak antara
lain, meninggalkan istri dua tahun berturut-turut, dan seterusnya, hal itu
seharusnya sudah menjadi kewajiban seorang suami sejak akad nikah
itu telah diucapkan dan dicatat dalam akta nikah sehingga dengan bukti
pencatatan tersebut istri memiliki hak penuh dan mendapatkan
perlindungan yang sama dimata hukum”.®’

Berdasarkan keterangan diatas, taklik talak pada zaman sekarang tidak

memiliki urgensi, dikarenakan muatan yang terkandung dalam taklik talak itu

sudah seharusnya menjadi kewajiban suami untuk melindungi istrinya sejak

diucapkan akad nikah. Suami dan istri mempunyai peran yang sama dalam

mewujudkan kehiduan keluarga yang bahagia. Oleh sebab itu maka suatu

keadilan dalam rumah tangga akan tercapai ketika kedua belah pihak paham akan

hak dan kewajibannya.

H. Abdul Kholiqg, S.H., M.H.

Pendapat yang ketiga dari hakim H. Abdul Kholig, S.H., M.H., pengertian

taklik talak menurut beliau:

“Taklik talak itu yang tertera didalam KHI, pengertiannya itu ada di
pasal 1 huruf e, yang artinya taklil-talak ialah perjanjian yang
diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan
dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu
keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Maka
salah satu bunyinya itu jika saya meninggalkan kamu beberapa bulan
dan jika istri saya tidak ridha dan diajukan ke Pengadilan Agama, maka
jatuhlah talak, kan itu contoh talak yang digantungkan, itu ada di pasal
1 huruf e KHI”.®8

Dengan adanya taklik talak nasib istri dapat diperbaiki dan dijaga. Jika

suami memang semena-mena terhadap istrinya yang mengakibatkan

suaminya yang telah dzalim kepada dirinya.

8 Ibid.,

8 Wawancara dengan bapak H Abdul Kholig, Hakim Pengadilan Agama Pati, tanggal 16 Juni 2022.

kesengsaraan maka istri dapat mengadukannya sebagai alasan bercerai dari
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Beliau menjelaskan sebenarnya taklik talak dalam pernikahan bukanlah

suatu yang wajib diucapkan dalam pernikahan;

“Menurut hemat saya, itu karena berpedoman kepada KHI pasal 45,
kata dapat hukumnya mubabh, tapi tidak harus, kalau taklik talak sudah
dilakukan dan di tandatangani di akta nikah maka tidak bisa berubah
dan mempunyai kekuatan hukum, kalau dilanggar bisa dijadikan
sebagai alasan perceraian, dengan diajukan di Pengadilan Agama dan
pengadsléjan diterima dengan membayar uang iwadh maka jatuhlah
talak”.

Taklik talak tersebut tidak dapat dicabut kembali dan mempunyai kekuatan

hukum, apabila suami melangar perjanjian taklik talaknya maka istri dapat

mengajukan alasan perceraian di Pengadilan Agama.

Tanggapan beliau mengenai adanya penghapusan taklik talak pada

perubahan PMA terbaru beliau berpendapat:

"Mengenai hal itu saya kurang setuju, menurut hemat saya adanya
taklik talak itu justru melindungi pihak istri, dapat dikatakan si istri
mempunyai payung hukum, jika suatu saat si suami meninggalkan
kewajibannya sebagai suami atau malah berbuat kekerasan, istri
mempunyai alat untuk mengajukan perceraian, adanya taklik talak itu
lebih keggnenjamin supaya tidak diberlakukan semena-mena oleh sang
suami’.

Sekilas kita melihat bahwa taklik talak ini sebagai bentuk kesungguhan

mempelai pria kepada mempelai wanita bahwa ia akan selalu mencintai istrinya

dan berjanji akan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dengan

baik. Hal ini juga memberikan perlindungan hukum bagi wanita karena

mendapat jaminan dari suaminya.

Dalam pandangan beliau, taklik talak masih memiliki urgensi;

“Menurut hemat saya urgensi taklik talak dalam pernikahan sangatlah
penting, bisa difahami, isi yang terkandung dalam taklik talak itu
diberlakukan lebih mengarah terhadap kesejahteraan dan menjaga
kelayakan pihak istri, yang mana dengan adanya taklik talak pihak
suami ditekan supaya bisa menjaga dan memperlakukan istrinya
dengan selayaknya, pentingnya taklik talak ini karena adanya beberapa
kejadian atau peristiwa yang di mana tidak dapat diprediksi orang
menikah, kita tidak tahu apakah ada persoalan yang timbul dikemudian
hari, bukan bermaksud menginginkan terjadinya perceraian atau
perselisihan yang diucapkan diawal akad pernikahan, namun lebih

% |bid.,
% |bid.,
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menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga dengan kepastian
hukum yang ada dalam taklik talak.%*

Sebab tujuan dengan adanya taklik talak adalah tidak lain untuk melindungi
hak-hak perempuan itu sendiri, baik hak nafkah, perlindungan jiwa,
perlindungan keturunan dan lain sebagainya. Dimana dalam Islam sendiri
dijelaskan bahwa pria dan wanita terdapat hak yang seimbang pada perkawinan.
Sehingga kaum istri akan terjamin hak-haknya dengan adanya taklik talak
tersebut.

Dalam Pengadilan Agama taklik talak bukan merupakan satu-satunya jalan
seorang perempuan untuk memperjuangkan hak talaknya namun masih terdapat
beberapa pilihan untuk mengajukan permohonan perceraian dihadapam
persidangan;

“Kalau dipersentase itu lebih banyak untuk cerai gugat tapi yang alasan
pertengkaran, perselingkuhan dan masalah ekonomi, kalau pake
dengan alasan taklik talak itu persentasenya sedikit”

4. Drs. H. Tahsin
Pendapat yang keempat dari Hakim Drs. H. Tahsin, pengertian taklik talak
menurut pandangan beliau adalah;

“Penggantungan talak cerai, pada asalnya dalam kitab-kitab fikih yang
namanya taklik talak itu justru yang terbebani karena melakukan
sesuatu itu aslinya istri. Jadi suami mentaklik talak terhadap istrinya
selama saya nanti pergi ke jakarta bekerja, kamu tidak boleh
meninggalkan rumah, termasuk ke saudaramu, ketika kamu nanti
meninggalkan rumah, maka jatuhlah talak, itukan akibat hukum yang
dilakukan oleh istri, terhadap janji yang dijanji oleh suami.”.%

Secara sistematis taklik talak (talak yang digantungkan) yang diterapkan di
indonesia itu merupakan sebuah adopsi dari fikih klasik. Namun, taklik talak yang
berlaku di Indonesia sebagai talak yang digantungkan yang diucapkan oleh suami
sesudah akad nikah sebagai suatu perjanjian perkawinan yang mengikat suami.
Taklik talak di Indonesia ini berlainan dengan taklik talak yang ada di kitab fikih,
dimana dalam fikih klasik yang menjadi sasaran adalah istri. Sedangkan taklik

talak versi Indonesia yang menjadi sasaran adalah suami;

9 Wawancara dengan bapak H Abdul Kholig, Hakim Pengadilan Agama Pati, tanggal 16 Juni 2022.
92 Wawancara dengan bapak H Tahsin, Hakim Pengadilan Agama Pati, tanggal 17 Juni 2022.



“Kemudian taklik talak di reduksi ke dalam peraturan perundang-
undangan ketika pada tahun 1946 yang masuk perlindungan terhadap
perempuan, karena ketika itu belum punya undang-undang yang
mengatur tentang perkawinan, spesifik mengenai perkawinan yang
dilakukan istri, ketika rafa’ itu prosesnya sangat sulit, itu
menyederhanakan dan memberi perlindungan kepada perempuan
supaya lebih sederhana, dan janji itu justru suami mengikat dirinya
sendiri dengan suatu perbuatan yang nanti ketika dilakukan jatuhlah
talak dengan iwadh istri, sehingga yang kena resikonya itu justru suami,
akibat perbuatan suami, menjadi pembeda. Pada waktu itu taklik talak
yang dimodifikasi sedemikian itu, perlindungan kepada perempuan
sudah dilakukan, iwadhnya kemudian diringankan, jadi memudahkan
perempuan untuk memberikan jalan keluar akibat keadaan rumah
tangga yang memang sudah tidak patut untuk dilanjutkan itu kemudian

ada solusi”. %3
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Redaksi taklik talak yang ada di kitab figih memang berbeda dengan redaksi

yang berlaku di Indonesia. Dalam fikih klasik taklik talak itu hak suami, maka

suami bebas menggantungkan talaknya tersebut kepada apapun. Karena dari

taklik talak itu sendiri talak yang digantungkan suami kepada istrinya lewat suatu

janji darinya, yang mana jika janjinya itu terlaksana maka barulah jatuh talaknya,

seperti “jika kamu pergi ke rumah fulan, maka kamu tertalak”, yang mana jika

syarat tersebut terpenuhi maka jatuhlah talaknya kepada istri. Namun, dalam

hukum positif yang berlaku, taklik talak yang diperbolehkan hanya sebatas taklik

talak gasami, dalam artian yang berlaku di indonesia hanya yang ditetapkan oleh

pemerintah Indonesia, selain dari itu tidak diakui keabsahan taklik talaknya.

Sebagaimana tercantum dalam sighat taklik talak yang diterapkan di Indonesia.

Beliau menjelaskan bahwa taklik talak bukan suatu keharusan dalam

perkawinan;

“Dalam pernikahan saya yang pertama dan yang kedua, saya tidak
pernah mengucapkan sighat taklik talak, saya tidak mau, sejak saya
mulai awal melakukan suatu perbuatan hukum yang sangat mulia atau
sakral justru dikotori dengan hal-hal yang menjerat untuk berperilaku
baiknya nanti, filosofinya bahwa perkawinan itu perjanjian yang
sempurna, yang suci, yang mitsagan ghaliza, ketika baru masuk justru
disodori akan itu, persepsi saya itu mengganggu ke sakralan itu, tapi
justru saya melihat bahwa sebagai lembaga perkawinan yang oleh Al
Qur’an diajarkan sebagai satu perjanjian yang sangat kuat, ta’abudi,
kemudian dikotori dengan ancang-ancang janji perceraian, saya tidak
suka, jadi saya tidak melakukan supaya tulus untuk menjalankan
ibadah”.%

% |bid.,
% Wawancara dengan bapak H Tahsin, Hakim Pengadilan Agama Pati, tanggal 17 Juni 2022.
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Pernikahan dalam islam merupakan sebuah peristiwa sakral, mengandung
banyak arti yang diyakini membawa keramat, suci, dan bermakna ibadah. Hal ini,
dikarenakan melalui pernikahan yang menyatukan dua insan yang berbeda,
terdapat peristiwa pendeklarasian sesuatu yang tadinya haram menjadi halal atas
nama Allah SWT. Pelaksanaan akad nikah yang biasanya dihadiri oleh kerabat
dan tamu undangan dengan khidmat, serta mengharapkan keharmonisan dan
keabadian dalam membina rumah tangga, tiba tiba setelah dilangsungkannya
akad pernikahan dilanjutkan dengan penggantungan talak. Sehingga persepsi
beliau kurang etis dan mengganggu kesakralan pelaksanaan prosesi akad, karena
baru selesai melangsungkan akad nikah dilanjutkan dengan penggantungan talak.

Pandangan beliau sebagai hakim Pengadilan Agama mengenai perubahan
pada PMA terbaru, terkait adanya penghapusan taklik talak;

“Dihapusnya taklik talak itu tidak begitu mengapa, tidak merugikan
kepada pihak perempuan, justru perempuan ketika mengunakan pasal
19 huruf f itu malah tidak mengeluarkan uang iwadh, walaupun 10.000
(sepuluh ribu) itu kaitannya dengan sebuah filosofi, itu yang
membebani secara materil itu akan memberatkan, justru disini
dibebaskan dengan pasal 19 itu, kaitannya dengan kemudahan
perempuan untuk melakukan suatu tindakan hukum untuk melindungi

dirinya sudah mendapat perlindungan peraturan yang ada”.®

Mengenai empat poin yang terdapat pada klausul sighat taklik talak dengan pasal 19
PP Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang
perkawinan, bahwa keempat poin dalam sighat taklik talak sudah diakomodir oleh
Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun
1974 tentang perkawinan mengenai alasan-alasan perceraian.

Urgensi taklik talak untuk sekarang menurut pandangan beliau;

“Sebenarnya ketika taklik talak dengan UU no.l tahun 1974, saya
sendiri sudah mengatakan, bahwa itu untuk perlindungan terhadap
perempuan, dan itu kemudian menjadi tidak begitu berarti, karena
perempuan sudah mendapatkan kesempatan yang setara dengan laki-
laki kaitannya dengan untuk menggugat perceraian, jadi kurang begitu
urgensi, ditambah taklik talak di Pengadilan Agama Pati kalau
dikatakan masih banyak tidak, tapi masih ada, kemudian kalau dibuat
perbandiangan antara pada umunya alasan pasal 19 huruf f dengan
taklik talak itu jauh lebih banyak yang pasal 19 huruf f, sekarang sudah

% Wawancara dengan bapak H Tahsin, Hakim Pengadilan Agama Pati, tanggal 17 Juni 2022.
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mulai sedikit dan ribet, harus membuktikan takliknya ada, itukan lebih

ribet dari lainnya”.%

Dalam Undang-Undang Perkawinan sebagaimana dimaksud bahwa istri
dapat melakukan gugatan cerai secara sah ke Pengadilan manakala unsur-unsur
mengenai alasan bercerai terpenuhi dan tidak pasti selalu atas dasar alasan
pelanggaran taklik talak, bahkan isi taklik talak sudah tercakup dalam pengaturan
alasan-alasan perceraian dalam undang-undang tersebut, yakni UU Nomor 1
Tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975.

5. Drs. H. Mutamakin, S.H.
Pendapat yang kelima dari hakim Drs. H. Mutamakin, S.H., pengertian taklik
talak menurut pandangan beliau adalah;

“Pengertian taklik talak sebelum itu ada sejarahnya, taklik talak itu
untuk memberikan tanggung jawab kepada suami, kalau salah satunya
tidak dipenuhi, maka jatuhlah talak, tidak serta merta langsung ada, jadi
itu untuk menumbuhkan tanggung jawab kepada seorang suami

memberikan nafkah, kemudian suami harus mu asyarah bil ma ruf,

tidak hanya dari seksual, melaikan sesi material tetep dipenuhi”.%’

Adapun suami yang diikat dengan taklik talak dikarenakan posisi suami
adalah sebagai kepala rumah tangga yang harus menyiapkan semua kebutuhan
(sandang, pangan dan papan) istri sebaik-baiknya. Dengan adanya taklik talak
yang diucapkan dalam pernikahan adalah untuk lebih mengenai efek psikologis
suami agar mempertanggung jawabkan dan tidak melupakan kewajibannya.

Dalam pandangan sebagai hakim, beliau menjelaskan beliau menjelaskan
taklik talak itu bukan suatu kewajiban;

“Dari segi hukum taklik talak memang bukan suatu kewajiban, karena
tidak termasuk syarat dan rukun dalam pernikahan, taklik talak itu
hanya semacam ikatan moral kepada suami supaya lebih bertanggung
jawab kepada istrinya”.%

Sekalipun taklik talak sifatnya sukarela, namun di negara kita umumnya
membaca taklik talak seperti suatu hal yang wajib. Adanya taklik talak

bertujuan untuk melindungi istri dari perlakukan sewenang-wenang suami.

% |bid.,
9 Wawancara dengan bapak H Mutamakin, Hakim Pengadilan Agama Pati, tanggal 17 Juni 2022.
% |bid.,



51

Pemberlakuan taklik talak dalam hukum perkawinan di Indonesia itu tidak
dengan sendirinya jatuh talak, melainkan diajukan oleh istri sebagai korban ke
Pengadilan Agama, artinya ketika istri tidak mengajukan atau permohonan
talak ke Pengadilan Agama maka taklik talak tidak berlaku.

Mengenai adanya perubahan pada PMA terbaru, terkait penghapusan
taklik talak beliau menjelaskan;

“Kalau saya tidak setuju, pandangan saya taklik talak itu bentuk
kesungguhan seorang suami terhadap istrinya, harusnya yang perlu
diperbaiki mungkin poin-poinnya, lebih dirinci lagi sehingga
redaksinya lebih kontekstualis bukan sekedar tekstualis saja, agar taklik
talak ini bisa terkoneksi dalam Undang-undang yang lainnya seperti UU
KDRT ataupun UU lainnya, bisa juga dalam taklik talak itu dimasukkan
pelanggaran istri, meskipun istri tidak diposisikan sebagai pelanggar
taklik talak agar berimbang karena di era modern ini kesetaraan gender
sudah mulai berkembang di masyarakat”.%°

Muatan yang terkandung dalam taklik talak, terdapat unsur positif yang
sangat baik, tentunya untuk memberikan suatu kepastian hukum. Dengan
kemajuan zaman saat ini, redaksi taklik talak sebaiknya dikembangkan lagi agar
redaksinya lebih kontekstualis dan dapat terkoneksi dengan Undang-undang
lainnya.

Terkait urgensi taklik talak, beliau berpandangan kalau taklik talak untuk saat
ini masih memiliki urgensi;

“Sekarang banyak anak-anak muda menikah, namun terkadang
melakukan kekerasan, jadi masih perlu, dan masih memiliki urgensi,
bahwa untuk menjaga kesewenang-wenang suami terutama untuk
memenuhi point-point yang ada didalam taklik talak”.%

Tujuan taklik talak yaitu untuk kemaslahatan kedua belah pihak dalam
membina kerukunan rumah tangga, sebuah bentuk perlindungan hukum bagi
seorang perempuan (istri) untuk menjaga, melindungi dan memperjuangkan hak-
haknya terhadap laki-laki (suami) apabila suatu saat terjadi ketidak harmonisan
dalam keluarga.

“Kenyataan sampai saat ini, itu masih ada, tapi tidak banyak yang
alasan taklik talak, lebih sering menggunakan alasan perceraian selain
alasan melanggar taklik talak”.1%

% 1bid.,
100 \Wawancara dengan bapak H Mutamakin, Hakim Pengadilan Agama Pati, tanggal 17 Juni 2022.
101 1hid.,
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Kasus-kasus perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Pati rata-rata

disebabkan atau diawali dengan percekcokan, dilatar belakang dengan faktor

ekonomi, ketidak harmonisan rumah tangga, perselingkuhan. Perceraian dengan

jalur taklik talak tersebut tidak akan terjadi, selama tidak ada pengajuan dari pihak

istri terkait dengan telah melanggarnya seorang suami terhadap sighat taklik talak

yang telah dijanjikan pada saat perkwaninan dilangsungkan.

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang penenulis ajukan kepada kelima

hakim Pengadilan Agama Pati terdapat perbedaan. Dari semua pertanyaan yang

peneliti ajukan, kemudian penulis simpulkan dengan 4 (empat) pokok. Sebab data

yang penulis dapat dari wawancara dengan hakim PA Pati pendapatnya hampir

mewakili dengan empat pokok bahasan di atas.

L. Rekapitulasi Data

Untuk lebih jelas dan memudahkan dalam identifikasi data mengenai pandangan

hakim Pengadilan Agama Pati terhadap penghapusan taklik talak pada PMA No. 20

tahun 2019, penulis telah membuat rekapitulasi data dalam bentuk tabel sebagai berikut;

1. 1 Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yang Setuju Penghapusan Taklik talak
Pada PMA No. 20 Tahun 2019

Tabel 1.1

No

Hakim

Persepsi

1

Drs. Sutiyo, M.H.

Agar supaya nilai-nilai perkawinan yang satu
mengandung nilai ibadah, mengandung perjanjian
suci, yang mempunyai nilai yang begitu agung,
harus dikotori dengan hal yang tidak perlu atau tidak
urgent, menurut saya kurang etis, jadi semata-
semata hanya sisi ukuran etika, kemudian sisi
kepatutan, kepantasan. Sehingga kita melihat setuju

lah penghapusan taklik talak.

Drs. H. Nadjib, S.H.

Perubahan yang terjadi pada PMA yang sekarang,
itu menggambarkan bahwa semua mengikuti zaman,
tidak tercantumnya taklik talak dalam PMA terbaru
sebenarnya tidak mengurangi hak dan perlindungan

bagi seorang istri.
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Drs. H. Tahsin

Dihapusnya taklik talak itu tidak begitu mengapa,
tidak merugikan kepada pihak perempuan, justru
perempuan ketika mengunakan pasal 19 huruf f itu
malah tidak mengeluarkan uang iwadh, walaupun
10.000 (sepuluh ribu) itu kaitannya dengan sebuah
filosofi, itu yang membebani secara materil itu akan
memberatkan, justru disini dibebaskan dengan pasal
19 itu, kaitannya dengan kemudahan perempuan
untuk melakukan suatu tindakan hukum untuk
melindungi dirinya sudah mendapat perlindungan

peraturan yang ada.

1. 2 Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yang Tidak Setuju Penghapusan
Taklik talak Pada PMA No. 20 Tahun 2019

Tabel 1.2

No

Hakim

Persepsi

M.H.

H. Abdul Kholig, S.H.,

Menurut hemat saya adanya taklik talak itu justru
melindungi pihak istri, dapat dikatakan si istri
mempunyai payung hukum, jika suatu saat si suami
meninggalkan kewajibannya sebagai suami atau
malah berbuat kekerasan, istri mempunyai alat untuk
mengajukan perceraian, adanya taklik talak itu lebih
ke menjamin supaya tidak diberlakukan semena-

mena oleh sang suami.

Drs.
S.H.

H. Mutamakin,

Pandangan saya taklik talak itu bentuk kesungguhan
seorang suami terhadap istrinya, harusnya yang
perlu diperbaiki mungkin poin-poinnya, lebih dirinci
lagi sehingga redaksinya lebih kontekstualis bukan
sekedar tekstualis saja, agar taklik talak ini bisa
terkoneksi dalam Undang-undang yang lainnya
seperti UU KDRT ataupun UU lainnya, bisa juga

dalam taklik talak itu dimasukkan pelanggaran istri,
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meskipun istri tidak diposisikan sebagai pelanggar
taklik talak agar berimbang karena di era modern ini
kesetaraan gender sudah mulai berkembang
dimasyarakat.

2.1 Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yang beranggapan Taklik Talak Masih

Memiliki Urgensi

Tabel 2.1

No

Hakim

Persepsi

M.H.

H. Abdul Kholig, S.H.,

Urgensi taklik talak dalam pernikahan sangatlah
penting, pentingnya taklik talak ini karena adanya
beberapa kejadian atau peristiwa yang di mana tidak
dapat diprediksi orang menikah, kita tidak tahu
apakah ada persoalan yang timbul dikemudian hari,
bukan  bermaksud menginginkan terjadinya
perceraian atau perselisihan yang diucapkan diawal
akad pernikahan, namun lebih  menjamin
keberlangsungan kehidupan rumah tangga dengan

kepastian hukum yang ada dalam taklik talak.

Drs.
S.H.

H. Mutamakin,

Sekarang banyak anak-anak muda menikah, namun
terkadang melakukan kekerasan, jadi masih perlu,
dan masih memiliki urgensi, bahwa untuk menjaga
kesewenang-wenang  suami  terutama  untuk

memenuhi point-point yang ada didalam taklik talak

2. 2 Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yang beranggapan Taklik Talak Tidak

Memiliki Urgensi

Tabel 2.2

No

Hakim

Persepsi

Drs. Sutiyo, M.H.

Disisi lain, soal masalah perceraian ini sudah ada
undang-undang yang mengatur, sudah ada norma

hukum atau lembaga hukum dapat menyelesaikan
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jika terdapat sengkata dalam rumah tangga atas
dasar ini kurang urgen, kalau sebuah perkawinan
yang suci kemudian di nodai dengan perjanjian
perceraian, baru saja akad nikah masa langsung
digantungkan talak.

Drs. H. Nadjib, S.H.

Taklik talak sudah tidak memiliki urgensi lagi,
dikarenakan isi yang terkandung dalam taklik talak
seharusnya sudah menjadi kewajiban seorang suami

sejak akad nikah itu telah diucapkan.

Drs. H. Tahsin

Sebenarnya ketika taklik talak dengan UU no.1
tahun 1974, saya sendiri sudah mengatakan, bahwa
itu untuk perlindungan terhadap perempuan, dan itu
kemudian menjadi tidak begitu berarti, karena
perempuan sudah mendapatkan kesempatan yang
setara dengan laki-laki kaitannya dengan untuk

menggugat perceraian, jadi kurang begitu urgensi
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BAB IV

ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PATI TERHADAP
PENGHAPUSAN TAKLIK TALAK PADA PMA NOMOR 20 TAHUN 2019

A. Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pati Terhadap Penghapusan
Taklik Talak Pada PMA No. 20 Tahun 2019

Taklik talak dalam perkawinan Islam bukanlah suatu yang tabu karena yang terjadi
di masyarakat sudah menjadi budaya. Keberadaan taklik talak di Indonesia sudah ada
sejak zaman dahulu yang dibuktikan dengan hampir seluruh perkawinan di Indonesia
yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti pengucapan taklik talak oleh
suami. Pada dasarnya taklik talak merupakan kebiasaan yang telah diterapkan secara
turun temurun. Hal ini menggambarkan bahwa peran dari hukum adat dan hukum Islam
dalam proses legislasi masih tetap tidak mampu untuk dihapuskan, terutama dalam area
hukum keluarga. Keduanya bersatu padu saling memberikan pengaruh. 1

Makna taklik talak perlu difahami untuk salah satu upaya mejaga kelangsungan
pernikahan dan terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah. Taklik talak
dirumuskan sedemikian rupa dengan maksud agar sang istri memperoleh perlakuan
yang tidak sewenang-wenang dari suaminya, jika istri diperlakukan sewenang-wenang
oleh suaminya dan dengan keadaan tertentu, jika istri tidak ridha, maka ia dapat
mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan suami telah
melanggar taklik talak.

Realitanya di Indonesia tidak semua suami mengucapkan taklik talak setelah
selesainya akad perkawinan, salah satu faktornya adalah perkawinan merupakan suatu
ikatan yang sakral dan diharapkan langgeng sampai ajal menjemput, sehingga kurang
pantas karena baru selesai melangsungkan akad nikah dilanjutkan dengan
penggantungan talak.

Namun dengan adanya taklik talak diharapkan suami dan istri paham antara
kewajiban dan haknya masing-masing, sehingga bisa saling menghormati diantara
keduanya sehingga tujuan pernikahan pun akan bisa diwujudkan secara bersama-sama.
Taklik talak merupakan suatu hal yang baik untuk melindungi kaum wanita dari
perbuatan tidak baik dari pihak suami. Dalam hal inilah tampak akan fungsi taklik talak

supaya bisa meminimalisir tindakan suami jika terjadi suatu kelalaian atau perilaku

102 Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia, (Jakarta; Inis, 1998), 75
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kesewenangan dan pihak si istri lebih dihargai sehingga terciptanya rumah tangga yang
diharapkan.

Taklik talak dalam aturan yang diterapkan di Indonesia memang ketentuannya
berasal dari hukum yang terdapat dalam fikih klasik (kitab kuning), kemudian di
masukan ke dalam hukum positif sehingga berfungsi untuk umat muslim di negara
Indonesia. Apabila diperhatikan, konsep taklik talak pada fikih klasik sangat berbeda
dengan konsep taklik talak yang berlaku di Indonesia. Taklik talak dalam fikih klasik
lebih cenderung menampilkan sosok suami yang berkuasa, suami yang memegang
kendali penjatuhan talak kepada istri dengan sekena hati dan sewenang-wenang, tanpa
menghiraukan hak-hak istri. Namun, taklik talak yang diterapkan di Indonesia justru
menjadi sebuah senjata untuk melindungi isrti dari tindak diskriminatif suami.

Jika dilihat dari segi kekuatan Hukum perjalanan ketentuan taklik talak dalam
Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam masih bersebrangan, kenyataanya dalam
Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak ada pasal yang membahas mengenai taklik
talak sedangakan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, harusnya adanya suatu
peraturan yang harus saling menguatkan, akan tetapi dalam peraturan taklik talak antara
Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak adanya
kekuatan hukum yang saling menguatkan.

Seperti halnya dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dalam pasal
29 mengenai perjanjian perkawinan tidak sedikitpun menjelasksan mengenai taklik
talak, yang berbunyi:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh
pihak ketiga yang mana sepanjang pihak ketiga tersangkut.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-bata
hukum, agama kesusilaan.

3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan

4. Selama perkawinan berlangung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah,
kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan
perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam penjelasannya pada pasal 29 tersebut hanya menyebutkan dibolehkannya
bagi kedua mempelai untuk mengadakan perjanjian sebelum atau pada saat
melangsungkan perkawinan. Pasal 29 tidak sedikitpun membahas mengenai ketentuan

taklik talak. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan secara jelas mengatur
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taklik talak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 yang berbunyi: “kedua calon
mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak, dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Selanjutnya dalam pasal 46 menjabarkan mengenai ketentuan-ketentuan takliak
talak yaitu sebagai berikut:

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi
kemudian tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh jatuh,
istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

3. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap
perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak diperjanjikan tidak dapat dicabut
kembali.

Kemudian jika kita perhatikan, pada pasal 45 Kompilasi Hukum Islam sedikit
bertentangan dengan pasal 29 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa
“yang dimaksud dengan perjanjian” dalam pasal ini tidak termasuk “taklik talak”, akan
tetapi dalan Kompilasi Hukum Islam jelas ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa
dalam bentuk taklik talak.

Meskipun taklik talak dalam KHI dikategorikan salah satu bentuk dari perjanjian
perkawinan, namun pada dasarnya, perjanjian perkawinan memiliki perbedaan dengan
taklik talak. Bedanya, perjanjian perkawinan bisa dirubah sesuai dengan kehendak
kedua belah pihak, sedangkan taklik talak tidak dapat dirubah dan bahkan tidak dapat
dicabut kembali pemberlakuannya. Perbedaan lainnya yaitu, isi perjanjian perkawinan
dapat meliputi hal apa saja asal tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam dan
kesusilaan. Sementara perjanjian taklik talak, hanya berisi hal-hal tertentu yang telah
ditetapkan Menteri Agama. Selain itu konsekuensi pelanggaran taklik talak adalah
perceraian, jika istri mengajukannya ke Pengadilan Agama sebagai alasan perceraian.
Sementara konsekuensi pelanggaran isi perjanjian perkawinan tidak selalu perceraian.

Eksistentsi taklik talak dalam hukum Indonesia menjadi perdebatandiantara para
ahli, dan diantara mereka masih dipengaruhi sifat pro dan kontra dari argumen yang

diajukan oleh para ahli hukum Islam, namun sebagian besar dari mereka setuju dengan
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adanya taklik talak, karena taklik talak merupakan salah satu cara cara yang efektif
untuk memberikan perlindungan kepada istri dari sikap sewenang-wenang suami.'%3

Namun seiring berjalannya waktu, memperhatikan kebutuhan dan perkembangan
masyarakat Peraturan Menteri Agama mengalami perubahan dan penyempurnaan
(revisi) pasal demi pasal, sehingga terdapat penghapusan dan penambahan pasal. Pada
peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang
pencatatan perkawinan sudah tidak ditemukan lagi pasal yang secara Kkhusus
menyebutkan serta mengatur tentang taklik talak. Menyikapi hal tersebut, terdapat
perbedaan dan perubahan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007
tentang Pencatatan Nikah (peraturan sebelumnya), bahwa taklik talak tercantum begitu
jelas dalam pasal 23-25 yang menjelaskan suami dapat menyatakan sighat taklik, tata
cara, serta akibat hukumnya.

Berdasarkan data yang didapat penulis dari hasil observasi dan wawancara hakim
di Pengadilan Agama Pati, terdapat perbedaan pandangan mengenai penghapusan taklik
talak pada Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 dimana terdapat perubahan
pada peraturan tersebut yakni tidak ditemukan lagi pasal yang secara khusus
menyebutkan serta mengatur tentang taklik talak.

Pandangan yang pertama dari hakim Drs. sutiyo, M.H., beliau berpendapat;

“Selaku sebagai seorang hakim peradilan agama saya sangat setuju, kenapa
sangat setuju, agar supaya nilai-nilai perkawinan yang satu mengandung
nilai ibadah, mengandung perjanjian suci, yang mempunyai nilai yang
begitu agung, apalagi didasarkan pada sebuah pesta agung, kemudian harus
dinodai, dikotori, harus dicooret dengan perjanjian yang belum tentu
perjanjian itu nanti akan terjadi. Sehingga kalau pandangan saya sangat
setuju kalau dihilangkan dari ketentuan pma agar supaya orang setelah
menikah setelah mengucapkan janji suci akad nikah yang bernilai suci
menurut agama islam tidak lagi dikotori dengan hal yang tidak perlu atau
tidak urgent, menurut saya kurang etis, jadi semata-semata hanya sisi ukuran
etika, kemudian sisi kepatutan, kepantasan. Sehingga kita melihat setuju lah
penghapusan taklik talak”.1%4

Perkawinan di dalam Islam adalah akad yang sangat kuat (mitsagan ghaliza), yang
tidak lepas dari unsur mentaaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah
ibadah (ubudiyah). Ikatan perkawinan sebagai mitsagan ghaliza dan mentaati perintah
Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir

batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dalam kehidupan keluarga

103 Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia, 81
104 Wawancara dengan bapak Sutiyo, Hakim Pengadilan Agama Pati, tanggal 16 Juni 2022.
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(rumah Tangga) yang bahagia dan kekal.1% Perkawinan merupakan perjanjian suci
yang disaksikan oleh Allah maka dari itu perjanjian ini kuat sekali. Janganlah dibuat
dan digunakan dengan semena-mena. Perjanjian yang dilakukan kepada keduanya ini
perjanjian sangat sakral, tidak etis jika dikotori dengan janji penggantungan talak
(taklik talak).

Taklik talak adalah cerai yang digantungkan. Maksudnya, perceraian atau talak
yang digantungkan oleh suami terhadap istri apabila seorang suami melanggar isi dari
taklik talak. 1% Kemudian dalam mengucapkan taklik talak selepas akad nikah menjadi
persoalan kepatutan tersendiri, karena terdapat alasan-alasan tertentu seperti alasan
kesakralan acara akad nikah, sehingga kurang pantas karena baru selesai
melangsungkan akad nikah dilanjutkan dengan penggantungan talak. Pelaksanaan
akad nikah yang biasanya dihadiri oleh kerabat dan tamu undangan dengan khidmat
dan sakral serta mengharapkan keharmonisan dan keabadian dalam membina rumah
tangga, tiba tiba setelah ijab-qobul pernikahan, suami mengucapkan perkataan yang
seakan-akan menggambarkan keadaan rumah tangganya dalam keadaan darurat
sehingga mengharuskan berikrar sebagaimana yang tertuang dalam taklik talak.

Menurut pandangan penulis, dalam hubungan dengan taklik talak maka istri yang
berhak atas perlakuan mu 'asyaroh bil ma ruf (hubungan baik) dari suami, namun harus
dilihat seberapa jauh ia menunaikan kewajibannya sebagai istri dengan kata lain
nusyuznya istri dapat membatalkan kewajiban perlakuan ma ’ruf dari suami. Dilihat
dari substansinya taklik talak pada dasarnya merupakan perjanjian suami istri yang
bersifat sukarela, dan tidak ditentukan oleh pihak suami istri yang bersangkutan itu
sendiri, karena hal ini tidak akan mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan
tanpa mengucapkan taklik talak.

Taklik talak sangat positif karena melindungi hak-hak wanita yang dulu pada
masanya wabnita dianggap lemah, namun saat ini sudah terdapat undang-undang yang
menjaga hak-hak seorang istri, akan sangat tidak etis dan mengurangi suasana khidmat
ketika dalam suasana yang sakral dan mulia ada pembacaan taklik talak, karena pada
dasarnya pernikahan itu sebuah perjanjian yang agung, jadi sesudah akad nikah
dilangsungkan, kedua belah pihak suami istri harus memahami hak dan kewajiban

masing-masing. Hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban

105 Miftah Fadil, 150 Masalah Nikah Dan Keluarga, (Gema Insani Press: Jakarta, 2002), 1.
106 Khoiruddin Nasution, Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan, Jurnal
Unisia Vol. XXXI, no. 70 (2008): . 334.
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suami menjadi hak bagi istri. Dalam hal inilah akan nampak tujuan dari perkawinan
yaitu terciptanya keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

Pendapat hakim Drs. sutiyo, M.H., tersebut diperkuat dengan pendapat hakim Drs.
H. Tahsin, beliau mengatakan;

“Dihapusnya taklik talak itu tidak begitu mengapa, tidak merugikan kepada
pihak perempuan, justru perempuan ketika mengunakan pasal 19 huruf f itu
malah tidak mengeluarkan uang iwadh, walaupun 10.000 (sepuluh ribu) itu
kaitannya dengan sebuah filosofi, itu yang membebani secara materil itu
akan memberatkan, justru disini dibebaskan dengan pasal 19 itu, kaitannya
dengan kemudahan perempuan untuk melakukan suatu tindakan hukum

untuk melindungi dirinya sudah mendapat perlindungan peraturan yang

ada”. 197

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan jelas mengatur
tentang perceraian, dimana apabila pasangan suami istri itu ingin bercerai, suami atau
istri harus memenuhi alasan-alasan yang telah digariskan oleh Undang-Undang
Perkawinan. Fakta yuridis mengenai alasan suatu perceraian sebagaimana yang
tercantum dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak
disinggung mengenai taklik talak sebagai alasan perceraian. Undang-undang
menganggap bahwa perceraian berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah cukup
memadai yang sesuai dengan undang-undang tersebut yang antara lain menganut asas
mempersukar terjadinya perceraian sehingga tidak perlu lagi ditambah dan diperluas.
Apalagi jika dilihat dari keluwesan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, dan dikaitkan dengan perluasan alasan “melalaikan kewajiban”
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 Ayat (3) Undang-undang Perkawinan. Alasan
perceraian yang terdapat pada PP No. 9 tahun 1975 lebih dari cukup. Tidak perlu
ditambah, dan memang alasan perceraian telah ditetapkan oleh undang-undang secara
limitatif.

Kehadiran taklik talak itu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi
istri, tetapi ketika aturan perundang-undangan telah secara resmi berlaku mengatur
perihal tersebut (dalam hal ini UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor
1 Tahun 1974), maka taklik talak dapat dikatakan sudah tidak terlalu penting sebab
dalam undang-undang sebagaimana dimaksud di atas bahwa istri dapat melakukan

gugatan cerai secara sah ke Pengadilan manakala unsur-unsur mengenai alasan

107 Wawancara dengan bapak H Tahsin, Hakim Pengadilan Agama Pati, tanggal 17 Juni 2022.
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bercerai terpenuhi dan tidak pasti selalu atas dasar alasan pelanggaran taklik talak,
bahkan isi taklik talak sudah tercakup dalam pengaturan alasan-alasan perceraian
dalam undang-undang tersebut.

Taklik talak dilihat dari segi esensinya sebagai perjanjian perkawinan, taklik talak
yang ada di Indonesia sudah diberlakukan sejak zaman penjajahan Belanda
berdasarkan staatsblad 1882 Nomor 152 yang memberi landasan yuridis, namun
peraturan ini sudah dicabut dengan adanya INPRES No 1 Tahun 1991 yang membahas
dengan jelas tentang taklik talak. Substansi taklik talak menurut Kompilasi Hukum
Islam dapat dilihat dari dua segi yaitu sebagai perjanjian perkawinan dan sebagai
alasan perceraian, namun ternyata Kompilasi Hukum Islam lebih menekankan taklik
talak dengan masalah perjanjian perkawinan, karena hal ini dapat dilihat dari
penjelasan perjanjian perkawinan dalam Pasal 45yang ada di Kompilasi Hukum Islam
lebih memberikan ruang khusus tentang perjanjian yang salah satunya adalah talik
talak.1%8

Jika kita mengingat kembali bahwa perjanjian perkawinan dalam Pasal 45
Kompilasi Hukum Islam dijelaskan salah satunya adalah taklik talak. Dikatagorikanya
taklik talak pada sebuah perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam jika
dicermati dari sisi sebuah perjanjian nampaknya tidak begitu sesuai, karena jika kita
mengingat sekilas, perjanjian itu dilakukan oleh kedua belah pihak, dan atas
persetujuan bersama, namun taklik talak lebih identik dengan perjanjian sepihak, tidak
melibatkan dua pihak secara utuh, padahal yang akan menjalani perjanjian itu nantinya
adalah kedua belah pihak, atau mungkin dapat dikatakan dari sisi perjanjian taklik
talak bukan merupakan suatu perjanjian perkawinan, terlebih identik dengan
pernyataan umum dari seorang suami kepda istri dengan mengucapkan sighat yang
sudah ditentukan oleh pemerintah dan kita hanya perlu membaca tanpa
mengkoreksinya terlebih dahulu.*®

Alasan dikatagorikanya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan karena
diucapkan secara serta merta saat berlangsungnya perkawinan, namun secara tegas
dalam Undang-Undang perkawinan bahwa perjanjian yang dijelaskan dalam Pasal 29
UUP No 1 Tahun 1974 tidak termasuk taklik talak. Pihak suami dan istri harus

mengetahui isi dan maksud adanya taklik talak, agar menjadi hukum yang mengikat

108 Muhammad Saifullah, Mohammad Arifin (Eds), Hukum Islam; Solusi Permasalahan Keluarga, ”
Taklik Talak Hukumnya Wajib?”, Yogyakarta; UllPress Yogyakarta, 2005, him 50.
109 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Edisi Revisi),Jakarta; Rajawali Pers. 2013, cet 1, 216
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para pihak yang bersangkutan, jika salah satu pihak tidak mengetahui isinya maka
taklik talak dianggap tidak ada, dan batal demi hukum, karena suatu hal itu bukan atas
dasar pengucapanya tapi paham dengan maksud dan isi tujuan suatu perjanjian yang
dibuat dan diucapkanya, terlebih lagi jika pengucapan taklik talak nantinya hanya
dianggap kebiasaan dan formalitas belaka.'

Berdasarkan isi dan muatan yang terkandung didalam taklik talak itu cukup baik
dan positif yaitu melindungi perempuan dari sikap sewenang-wenang suami dalam
memenuhi kewajibanya, sebagai hak-hak yang harus diterima oleh seorang istri.
Sesuai dengan ajaran Islam, seorang suami mempunyai kewajiban memelihara istrinya
dengan sebaik-baiknya.

Namun, jika difahami dengan menggunakan pendekatan al-mafahim al-asasiyah
al-Islamiyah (konsep-konsep dasar Islam), sesungguhnya taklik talak yang demikian
itu bertentangan dengan asas al-musawwa (persamaan/ kesetaraan). Konsep al
Musawwa (persamaan/ kesetaraan) adalah konsep yang memandang manusia pada
dasarnya sama derajatnya. Terjadinya stratifikasi sosial maupun penjenjangan lainnya
itu terbentuk karena proses lain. Satu-satunya perbedaan kuwalitatif adalah ketagwaan
kepada Allah SWT.!! Dalam ajaran Islam baik laki-laki maupun perempuan
mempunyai derajat yang sama, dan dengan persamaan tersebut baik laki-laki maupun
perempuan mempunyai hak yang sama dalam menikmati hidup, termasuk memperoleh
pendidikan, mengeluarkan pendapat, memperoleh lapangan kerja, kesejahteraan,
perlindungan hukum dan sebagainya. Keduanya setara karena amal perbuatan,
intelektualitas dan spiritualitasnya.*2

Kedudukan suami dalam hukum Islam memang memiliki hak talak atas istrinya,
akan tetapi istri memiliki kewenangan untuk melakukan gugatan perceraian kepada
suaminya. Demikian juga kemungkinan terjadinya berlaku nusyuz di kemudian hari.
Bisa saja suaminya menelantarkan istrinya, tidak memberi nafkah lahir dan bathin,
tidak mempergauli istrinya dengan baik atau bahkan sampai pada melakukan tindakan
kekerasan baik fisik maupun psikis. Oleh karena itulah redaksi shigat taklik talak yang
tercamtum dalam kutipan akta nikah dibuat agar suami tidak melakukan atau

menjauhkan diri dari perbuatan tersebut di atas.

10 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama, Jakrta; Kencana, 2005,
Ed; rev, cet 3, 400.
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Studi Islam Volume 14, Nomor 1, Juni 2016, 57.
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Lalu bagaimana jika yang melakukan tindakan menelantarkan itu istri, tidak mau
memenuhi kewajiban sebagai istri, tidak mau mempergauli suaminya dengan baik dan
bahkan melakukan kekerasan fisik atau psikis kepada suaminya. Dalam kondisi seperti
ini tidak ada taklik talak untuk melakukan pembelaan kepada suami, oleh sebab itu
tidak ada asas al-musawwa dalam shigat taklik talak yang biasa diucapkan oleh suami
sesaat setelah akad nikah berlangsung.

Pendapat kedua hakim tersebut diatas dipertegas dengan pendapat bapak Drs. H.
Nadjib, S.H yang mengatakan;

“Kalau saya pribadi setuju-setuju aja, perubahan yang terjadi pada PMA
yang sekarang, itu menggambarkan bahwa semua mengikuti zaman, hukum
dan peraturan seharusnya bisa mengikuti perkembangan supaya sesuai
dengan kondisi saat ini, kalau di fikih ada kaidah La Yunkiru Tagayyur Al-
ahkam Bitagayyur Al-azma wa Al-Ahwal, perubahan suatu hukum itu dapat
terjadi karena perubahan zaman dan kondisi, kalau dari kacamata saya tidak
tercantumnya taklik talak dalam PMA terbaru sebenarnya tidak mengurangi
hak dan perlindungan bagi seorang istri”.*'®

Praktik taklik talak sesungguhnya tidak bisa terlepas dari akar sejarah
perkembangan taklik talak di Indonesia. Dilihat dari sejarahnya, konsep taklik talak
muncul yakni pada masa kerajaan Islam di Mataram yaitu pada masa Sultan Agung
Hanyakrakusuma pada tahun 1554-1630 M.!'* Hal ini dilatar belakangi banyak
ditemui seorang suami yang tidak bertanggung jawab terhadap isterinya, seperti suami
meninggalkan isteri sampai bertahun-tahun dan suami tidak memberi nafkah wajib
kepada isterinya. Atas dasar demi memperjuangkan dan tetap melindungi para wanita,
maka lahirlah taklik talak. Taklik itu disebut Taklek Janji Dalem atau taklek
janjiningratu. Kerajaan melembagakan taklik talak dengan maksud untuk memberikan
keadilan hukum serta kemanfaatan hukum bagi istri dalam hal dimana seandainya
suami mengabaikan apa yang menjadi hak-hak istri, maka istri dibenarkan secara sah
di muka hukum untuk melakukan gugat cerai dalam upaya memberi kemudahan bagi
wanita untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami tersebut.

Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia praktik taklik talak sudah
menjadi adat istiadat bahwa dalam prosesi akad nikah selalu ada pembacaan taklik
talak. Walaupun redaksinya mengalami sejumlah perubahan dari awal dibuat sampai

sekarang, namun esensi dari taklik talak tersebut tidak berubah. Perubahan tersebut

113 Wawancara dengan bapak H. Nadjib, Hakim Pengadilan Agama Pati, tanggal 16 Juni 2022.
114 Muhammad Suharto, Studi Sejarah Taklik Talak di Indonesia, KHULUQIYYA Jurnal Kajian Hukum dan Studi
Islam STAI AL-HIKMAH 2 BREBES, 8.
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semata-mata karena sesuai misi awal pelembagaan taklik talak adalah untuk
melindungi kaum perempuan dari tindakan kesewenangan suami.!*

Sementara disisi lain, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwanya yang
menyatakan taklik talak tidak lagi diperlukan dalam perkawinan, karena tujuan taklik
talak untuk melindungi hak-hak istri sudah tercapai dengan peraturan perundang-
undangan yang ada sekarang dan materi yang ada didalamnya sudah termuat dalam
Undang-Undang Perkawinan. Majlis Ulama Indonesia pada tanggal 23 Rabiul Akhir
1417 H, bertepatan dengan 7 September 1996, menetapkan keputusan fatwanya
menyatakan bahwa mengucapkan pembacaan taklik talak tidak diperlukan lagi.
Adapun alasan keputusan ini dapat digambarkan sebagai berikut:1®

a. Bahwa materi pembacaan taklik talak pada dasarnya telah dipenuhi dan
tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 46 ayat 3, perjajian taklik
talak bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan;

c. Bahwa konteks mengucapkan pembacaan taklik talak menurut sejarahnya
adalah untuk melindungi hak-hak wanita, dimana waktu itu taklik talak

belum ada dalam peraturan perundang-undangan perkawinan.

Setelah keluarnya fatwa MUI yang menyatakan taklik talak tidak diperlukan lagi,
hal ini diperkuat dengan lahirnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: Dj
11/HK.00/074/2008 tanggal 30 Juli 2008 yang menegaskan bahwa tidak mewajibkan
pembacaan sighat taklik talak oleh pengantin pria pada saat akad nikah, karena
dianggap menganggu kekhidmatan pelaksanaan prosesi akad.

Pada umunya taklik talak merupakan jalan keluar agar istri terjamin hak-haknya,
mengingat pada zaman dahulu belum ada aturan undang-undang tentang perlindungan
hak-hak seorang istri, sekarang bisa kita lihat sudah begitu banyak aturan undang-
undang yang mengatur tentang hak-hak seorang istri dalam rumah tangga. Jika
difikirkan kembali tujuan utama dari awal pembuatan taklik talak adalah untuk

melindungi istri dari perbuatan semena-mena suami.

115 Rahmad Ibrahim Harahap dan Ramadhan Syahmedi Siregar, Kedudukan Dan Urgensi Shigat Taklik Talak
Perspektif Ketentuan KHI Dan Hukum Fikih Klasik, Tasyri’: Journal of Islamic Law, Vol. I No. 2, Juli 2022, . 377-31.
116 Hasanudin, Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif, . 3.
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Mengingat apa yang dijadikan alasan dibuatnya taklik talak sudah tidak ada dan
sudah banyak aturan hukum yang menjamin hak perempuan, seperti Undang-Undang
Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT), maka nampaknya hal ini menjadi tidak relevan lagi pada masa ini jika masih
dikatakan sebagai sebuah bentuk pejanjian yang memang tujuanya untuk melindungi
hak-hak seorang istri. Semestinya ketika suatu hal yang hendak dicapai sudah
terwujudkan dalam hal ini perlindungan terhadap istri, maka seharusnya tidak ada
alasan untuk masih dipertahankan.

Pendapat lain diungkapkan oleh hakim yang menjadi narasumber penelitian ini
bahwa tidak semua hakim yang penulis wawancarai sependapat dengan pandangan
hakim di atas, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Pati
ditemukan pendapat yang berlawanan dengan pendapat diatas.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh hakim H. Abdul Kholig, S.H., M.H.,
beliau tidak setuju terkait adanya penghapusan taklik talak atas perubahan PMA
terbaru, pandangan beliau;

"Mengenai hal itu saya kurang setuju, menurut hemat saya adanya taklik
talak itu justru melindungi pihak istri, dapat dikatakan si istri mempunyai
payung hukum, jika suatu saat si suami meninggalkan kewajibannya sebagai
suami atau malah berbuat kekerasan, istri mempunyai alat untuk
mengajukan perceraian, adanya taklik talak itu lebih ke menjamin supaya
tidak diberlakukan semena-mena oleh sang suami”.**’

Pendapat dari hakim tersebut, diperkuat juga oleh hakim Drs. H. Mutamakin, S.H.,

menurut pendapat beliau kurang setuju, beliau menjelaskan;

“Kalau saya tidak setuju, pandangan saya taklik talak itu bentuk
kesungguhan seorang suami terhadap istrinya, harusnya yang perlu
diperbaiki mungkin poin-poinnya, lebih dirinci lagi sehingga redaksinya
lebih kontekstualis bukan sekedar tekstualis saja, agar taklik talak ini bisa
terkoneksi dalam undang-undang yang lainnya seperti UU KDRT ataupun
UU lainnya, bisa juga dalam taklik talak itu dimasukkan pelanggaran istri,
meskipun istri tidak diposisikan sebagai pelanggar taklik talak agar
berimbang karena di era modern ini kesetaraan gender sudah mulai
berkembang dimasyarakat”.8

Taklik talak merupakan perlindungan hukum bagi seorang perempuan, dalam hal

ini adalah istri, untuk menjaga dan melindungi serta memperjuangkan hak-haknya

117 Wawancara dengan bapak H Abdul Kholig, Hakim Pengadilan Agama Pati, tanggal 16 Juni 2022.
118 \WWawancara dengan bapak H Mutamakin, Hakim Pengadilan Agama Pati, tanggal 17 Juni 2022.
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terhadap laki-laki, dalam hal ini adalah suami, apabila suatu hari terjadi
ketidakhamonisan dalam rumah tangga dan ia bermaksud untuk mengakhiri keadaan
tersebut. Taklik talak juga merupakan bentuk perlindungan hukum yang
bersifat pencegahan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenang-
wenangan. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut mendorong suami untuk
benar-benar menggauli istrinya dengan baik sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Secara normatif, seorang laki-laki yang menikah juga telah berjanji kepada Allah
SWT untuk memperlakukan istrinya dengan baik, menjaga kemuliaan serta tidak
menganiayanya. Harus disadari bahwa perkawinan bukan bertujuan hanya untuk sesaat
saja, melainkan dalam sebuah perkawinan terkandung hak dan kewajiban masing-
masing, baik itu suami maupun istri. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai
kewajiban yang tidak ringan, diantaranya ia harus menyayangi istri dan mampu
memberikan nafkah lahir maupun batin.

Sejatinya, taklik talak bukan hanya tugas dan kewajiban suami, tetapi juga tugas
dan kewajiban istri untuk berperan mendukung suami dalam memenubhi janji sucinya.
Seorang istri mempunyai kekuatan spritual yang besar di saat suami membacakan
sighat taklik talak. Kekuatan inilah yang akan berpengaruh dan menambah kekuatan
pada diri sang suami untuk melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap suami serta
menyayanginya dengan penuh hormat.

Dalam konteks ini, pembacaan taklik talak oleh suami tidak hanya dimaknai
sebagai janji setia seorang suami kepada istrinya, tetapi juga komitmen istri untuk
mendukung penuh suaminya dalam membangun rumah tangga di masa depan.!®
Karenanya, dalam konteks hidup bersama menurut penulis adanya taklik talak dalam
sebuah perkawinan bisa dimaknai sebagai:

Pertama, komitmen bersama untuk hidup sebagai suami istri dalam sebuah rumah
tangga untuk mencapai kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.
Dalam konteks komitmen ini, seorang suami tidak boleh meninggalkan istrinya dalam
kesendirian tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama dan hukum.

Kedua, komitmen bersama untuk bertanggung jawab menghidupi keluarga.
Dalam hal ini, suami berkewajiban memenuhi nafkah keluarga sebagai konsekuensi

perkawinan yang dilakukannya. Maksud nafkah di sini adalah menyediakan kebutuhan

119 Khaeron Sirin, Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan ,
Yogyakarta: Deepublish, 2008, 96
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istri, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier sesuai kemampuannya,
meskipun yang menjadi penekanan dalam konteks nafkah dalam Islam adalah
kebutuhan primer, yaitu sandang, pangan, papan dan kesehatan.

Ketiga, komitmen untuk saling menyayangi. Pasangan suami istri harus saling
mempergauli dengan baik dan penuh kasih sayang. Satu sama lain dilarang melakukan
suatu perbuatan baik lisan, sikap, maupun perilaku yang bisa menyakiti pasangannya,
baik fisik maupun psikisnya. Islam mengajarkan suami istri untuk saling menyayangi,
saling menasihati, dan saling meredam atau menahan emosi dalam menjalani
kehidupan rumah tangga. Selain itu, mereka juga harus saling memberikan perhatian
dan kepedulian satu sama lain.

Taklik talak dalam konteks perkawinan sebagai institusi kepemilikan bersama
merupakan komitmen bersama suami istri untuk membangun rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, dan rahmah. Meskipun komitmen ini disimbolisasikan dengan
pembacaan taklik talak oleh suami, tetapi spiritnya adalah tanggung jawab bersama
membina rumah tangga sesuai hak dan kewajiban masing-masing, baik di ruang
domestik semisal kegiatan yang berhubungan dengan dapur, sumur, dan kasur,
maupun di ruang publik semisal mencari nafkah (kerja), pergaulan sosial ataupun
pengabdian masyarakat. Kesamaan dan kesetaraan ini termaktub dalam Undang-
Undang Perkawinan, dimana pada Pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa hak dan
kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan
rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Jadi, taklik talak banyak yang memandang hanya memberikan dampak postif bagi
seorang istri dan seakan mengikat suami. Namun jika kita telaah lagi taklik talak itu
justru memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, karena jika kita melihat adil untuk
istri sudah jelas istri yang dijanjikan oleh ucapan suami dalam sighat taklik talak.
Untuk dapat dikatakan adil bagi suami dapat dilihat pada pernyataan dalam sigaht
taklik talak bahwa talak akan benar-benar jatuh ketika istri tidak ridha dan istri harus
melaporkanya pada Pengadilan Agama, jadi talak tidak akan mudah jatuh ketika suami
melanggar salah satu janji yang sudah diucapkan, karena butuh hakim untuk

memutuskan suatu hubungan secara legal.

. Urgensi Taklik Talak Dalam Pernikahan Pada Masa Sekarang
Perkawinan merupakan ikatan yang sakral bagi kehidupan manusia antara seorang

pria dan seorang wanita dalam suatu hubungan rumah tangga yang menghubungkan
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dan menghalalkan sesuatu yang sebelumnya diharamkan dan dilarang oleh semua
peraturan baik itu agama maupun peraturan perundang-undangan. Aturan perkawinan
di Indonesia sudah tertuang di undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974
dilengkapi PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP dan khusus bagi orang Islam
diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.?

Pada umumnya setelah prosesi akad nikah seorang suami melakukan pembacaan
taklik talak, namun praktek taklik talak yang ada, tidak semua suami mengucapkannya
dalam akad pernikahan. Ikrar taklik talak yang diucapkan suami setelah akad nikah ini
merupakan sebuah kekuatan hukum yang dimiliki istri untuk mengajukan gugatan ke
Pengadilan Agama apabila suami melanggar taklik talak yang diikrarkan setelah akad
nikah. Sehingga bagi suami ikrar atau ucapan taklik talak harus dijadikan sebagai suatu
semangat berkomitmen dalam berumah tangga untuk mu asyarah bil ma’ruf yakni
menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik, memberikan jaminan hak-hak kepada
istri dan sebagai pelindung dari perbuatan suami yang tidak baik.

Taklik talak merupakan salah satu solusi untuk mewanti-wanti terjadinya
pelanggaran-pelanggaran atau perilaku deskriminasi oleh suami terhadap istrinya.
Adanya taklik talak, istri pun merasakan keadilan karena dia memiliki hak dalam
masalah talak. Maka sebagian besar hak-hak perempuan dapat terjamin apabila laki-
laki tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Meskipun istri
mempunyai hak talaknya, suami dan istri tetap mempunyai peran penjagaan yang sama
supaya pelanggaran taklik talak tidak terjadi.

Taklik talak yang secara terun temurun sejak dahulu dilakukan dalam perkawinan
dan tidak berlebihan jika dikatakan sudah menjadi adat kebiasaan pada masyarakat
Indonesia. Namun taklik talak ini kembali diperbincangkan karena ada beberapa pihak
yang menganggap bahwa pada saat ini taklik talak tidak relevan dan tidak ada
urgensinya lagi. Bahkan ada pihak yang menolak melakukan pengucapan taklik talak
sesudah akad nikah karena alasan-alasan tertentu, seperti alasan kesakralan acara akad
nikah, alasan bahwa dengan mengucapkan taklik talak itu seakan-akan suami berencana
untuk melakukannya, atau alasan bahwa suami sudah mengetahui kewajibannya dan
pasti akan melaksanakannya, dan istri pun menyakini itu sehingga tidak meminta suami
untuk membacanya. Selain itu, alasan bahwa sudah ada aturan-aturan yang melindungi

hak-hak perempuan sehingga taklik talak pun tidak perlu dilakukan lagi.

120 Cholil Mansyur, Sosiologi Masyarakat Kota Dan Desa (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), . 16.
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Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan para hakim Pengadilan Agama
Pati urgensi taklik talak pada zaman sekarang masih menjadi pro-kontra. Perbedaan
pandangan para hakim tersebut tersebut masih mewarnai perkembangan hukum dan
masih memerlukan sebuah solusi hukum yang tentunya sangat dibutuhkan oleh
masyarakat, dikarenakan tidak ada dalil yang tegas terkait taklik talak.

Adapun pandangan para hakim yang berpendapat bahwa taklik talak untuk saat ini
tidak memiliki urgensi, yaitu:

1. Hakim Drs. sutiyo, M.H., beliau berpendapat, “Disisi lain, soal masalah
perceraian ini sudah ada undang-undang yang mengatur, sudah ada norma
hukum atau lembaga hukum dapat menyelesaikan jika terdapat sengkata
dalam rumah tangga, atas dasar ini kurang urgen, kalau sebuah perkawinan
yang suci kemudian di nodai dengan perjanjian perceraian, baru saja akad
nikah masa langsung digantungkan talak .

2. Hakim Drs. H. Nadjib, S.H., beliau menjelaskan, “Menurut pribadi saya
selaku hakim, taklik talak sudah tidak memiliki urgensi lagi, dikarenakan isi
yang terkandung dalam taklik talak antara lain, meninggalkan istri dua tahun
berturut-turut, dan seterusnya, hal itu seharusnya sudah menjadi kewajiban
seorang suami sejak akad nikah itu telah diucapkan dan dicatat dalam akta
nikah sehingga dengan bukti pencatatan tersebut istri memiliki hak penuh dan
mendapatkan perlindungan yang sama dimata hukum”.

3. Hakim Drs. H. Tahsin beliau memaparkan, “Sebenarnya ketika taklik talak
dengan UU no.1 tahun 1974, saya sendiri sudah mengatakan, bahwa itu untuk
perlindungan terhadap perempuan, dan itu kemudian menjadi tidak begitu
berarti, karena perempuan sudah mendapatkan kesempatan yang setara
dengan laki-laki kaitannya dengan untuk menggugat perceraian, jadi kurang
begitu urgensi, ditambah taklik talak di Pengadilan Agama Pati kalau
dikatakan masih banyak tidak, tapi masih ada, kemudian kalau dibuat
perbandiangan antara pada umunya alasan pasal 19 huruf f dengan taklik
talak itu jauh lebih banyak yang pasal 19 huruf f, sekarang sudah mulai sedikit

dan ribet, harus membuktikan takliknya ada, itukan lebih ribet dari lainnya”.

Berdasarkan dari pemaparan diatas, ketiga hakim tersebut memiliki kesamaan
pendapat yakni taklik talak tidak memiliki urgensi. Jika melihat taklik talak dalam

pendekatan sejarah, lahirnya taklik talak ini dilatar belakangi oleh suatu keadaan dalam
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upaya memberi perlindungan kepada istri terhadap perlakuan suami. Dengan hadirnya
taklik talak itu memberikan kepastian hukum bagi istri, namun ketika aturan perundang-
undangan secara resmi berlaku mengatur perihal tersebut, yakni undang-undang no. 1
tahun 1974, maka taklik talak sudah tidak begitu penting, karena muatan yang
terkandung dalam taklik talak itu sudah terpenuhi dan tercantum dalam UU
Perkawinan. Penulis menemukan adanya pasal yang secara implisit mengandung materi
taklik talak, yakni Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 pada BAB VI Hak dan
Kewajiban Suami Istri. Selain itu, terkandung juga pada Pasal 38 dan Pasal 39 BAB
V11 Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya.

Pada pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
menyebutkan bahwa “suami dan istri memikul kewajiban yang luhur guna
menegakkan rumah tangga yang menjadi pondasi dasar susunan masyarakat”.
Kemudian, Pada pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa “hak dan kedudukan istri tidak
berbeda dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan
pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Lalu, pada ayat (2) disebutkan bahwa
“kedua belah pihak memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum”. Jadi, Pasal 30
dan Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan di atas menegaskan kesetaraan antara suami
dan istri dalam hak dan kewajiban untuk menegakkan rumah tangga. Mereka juga
memiliki kedudukan yang sama dalam kehidupan sosial kemasyarakat, termasuk juga
dalam hal melakukan tindakan hukum seperti mengajukan gugat cerai.

Apabila istri merasa hubungan perkawinannya sudah tidak bisa dipertahankan lagi
karena suatu alasan yang dibenarkan secara hukum maka istri memiliki hak untuk
melakukan gugatan perceraian, tanpa ada taklik talak sekalipun. Sebab, materi taklik
talak sudah termuat dalam alasan perceraian yang diakui secara hukum tersebut. Dalam
pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alesan atau
alesan-alesan:!?

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan
lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar

kemampuannya;

121 peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dapat dilihat dari alasan-alasan perceraian di atas bahwa materi taklik talak sudah
termuat didalamnya, seperti meninggalkan selama dua tahun berturut dan menyakiti
badan atas jasmani. Sementara materi taklik talak berupa “tidak memberi natkah wajib”
dan “tidak memperdulikan” termuat secara implisit dalam alasan-alasan perceraian
pada poin e dan f. Suatu bentuk yang tajam dari taklik talak ini adalah ketika hanya
diberikan kepada salah satu pihak saja, seperti dari pihak istri yang hanya bergantung
pada ketika istri tidak rela, padahal hal itu terkadang bisa saja hanya masalah sepele
yang dianggap istri menyakitinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa hakim Pengadilan Agama
Pati, yaitu penulis menemukan satu fakta bahwa sudah jarang sekali istri mengajukan
perceraian di pengadilan dengan alasan karena suami melanggar taklik talak.
Kebanyakan kasus-kasus perceraian yang sering diajukan di pengadilan yakni alasan
seperti masalah ekonomi, ketidak harmonisan rumah tangga, kekerasan, dan
perselingkuhan. Perceraian dengan jalur taklik talak tersebut tidak akan terjadi, selama
tidak ada laporan dari pihak istri terkait dengan telah melanggarnya seorang suami
terhadap sighat taklik talak yang telah dijanjikan pada saat perkwaninan dilangsungkan.

Dengan demikian, berdasarkan fakta yang diperoleh penulis taklik talak dapat
dikatakan tidak memiliki urgensi, Pertama, kedudukan taklik talak ditinjau dari segi
yuridis normatif bukanlah suatu kewajiban tetapi hanya bersifat anjuran. Hal ini
dijelaskan dalam KHI pasal 46 ayat 3 yang berbunyi: "Perjanjian taklik talak bukan
salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak
sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali”. Kedua, semua materi takik talak
sudah dimuat dalam aturan perundang-undangan yang memberikan hak bagi istri untuk
melepas diri dari ikatan pernikahan manakala suaminya berbuat semena-mena dan

aniaya kepadanya. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
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Tentang Perkawinan. Ketiga, Sudah jarang sekali istri mengajukan perceraian di
Pengadilan Agama dengan alasan karena suami melanggar taklik talak. Kebanyakan
kasus-kasus perceraian yang sering diajukan di pengadilan yakni alasan seperti masalah
ekonomi, ketidak harmonisan rumah tangga, kekerasan, dan perselingkuhan. Selain itu,
perkara yang di ajukan ke pengadilan karena alasan melanggar taklik talak juga
disamakan prosedurnya dengan perkara cerai gugat.

Berbeda halnya dengan ketiga hakim diatas, beberapa hakim yang penulis
wawancarai berpendapat bahwa taklik talak itu masih memiliki urgensi di masa
sekarang, yakni:

1. Hakim H. Abdul Kholig, S.H., M.H., beliau menjelaskan, menurut hemat saya
urgensi taklik talak dalam pernikahan sangatlah penting, bisa difahami, isi
yang terkandung dalam taklik talak itu diberlakukan lebih mengarah terhadap
kesejahteraan dan menjaga kelayakan pihak istri, yang mana dengan adanya
taklik talak pihak suami ditekan supaya bisa menjaga dan memperlakukan
istrinya dengan selayaknya, pentingnya taklik talak ini karena adanya
beberapa kejadian atau peristiwa yang di mana tidak dapat diprediksi orang
menikah, kita tidak tahu apakah ada persoalan yang timbul dikemudian hari,
bukan bermaksud menginginkan terjadinya perceraian atau perselisihan yang
diucapkan diawal akad pernikahan, namun lebih menjamin keberlangsungan
kehidupan rumah tangga dengan kepastian hukum yang ada dalam taklik
talak .

2. Hakim Drs. H. Mutamakin, S.H., menjelaskan “bahwa sekarang banyak anak-
anak muda menikah, namun terkadang melakukan kekerasan, jadi masih
perlu, dan masih memiliki urgensi, bahwa untuk menjaga kesewenang-wenang

suami terutama untuk memenuhi point-point yang ada didalam taklik talak”.

Menurut pandangan penulis, kedua hakim tersebut secara tidak langsung
menganjurkan apabila dalam pernikahan suami mengikrarkan taklik talaknya, agar
menjadi tekanan moral bagi suami untuk tidak menelantarkan istrinya. Sebagai kepala
rumah tangga yang mempunyai kewajiban memberi nafkah, mendidik, dan mengayomi
istri serta anak-anaknya, taklik talak ini menjadi penting agar suami lebih bertanggung
jawab dan tidak melupakan kewajibannya.

Tujuan dari taklik talak pun menjadi bagian dari kemaslahatan yang

dipertimbangkan sehingga taklik talak masih memiliki urgensi dalam sebuah
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perkawinan. Taklik talak bertujuan untuk kemaslahatan kedua belah pihak dalam
membina kerukunan rumah tangga. Dengan adanya taklik talak, suami menyatakan
kesungguhannya dalam mewujudkan kerukunan berumah tangga dan istri mendapatkan
kekuatan untuk mendukung suaminya dalam mewujudkan kerukunan tersebut.
Walaupun materi yang ada dalam taklik talak termuat di Undang-Undang
Perkawinan ditambah sekarang sudah ada sejumlah peraturan perundang-undangan
yang melindungi hak perempuan, seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia
(HAM) dan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Namun
kemaslahatan yang ada di dalam taklik talak masih memiliki urgensi dalam perkawinan.
Sebab, dengan taklik talak yang dinyatakan oleh suami pada saat akad nikah, yang
mana saat itu dihadiri oleh istri dan saksi-saksi, serta didengar langsung oleh mereka
dan para hadirin, maka adanya taklik talak dan pengucapannya tentunya lebih
menegaskan lagi akan perlindungan tersebut. Kalaupun ada yang beralasan tidak
bersedia mengucapkan taklik talak karena merasa kesakralan akad nikah menjadi
ternodai dengan adanya pengucapan taklik talak tersebut maka itupun bisa dimaklumi.
Pokok dari hukum Islam adalah terciptanya kemaslahatan dalam rangka
memelihara tujuan-tujuan syara’. Sebagaimana yang kita ketahui, ada 5 tujuan hukum
Islam yaitu memelihara agama (Hifzul-din), memelihara jiwa (Hifzul-nafs), memelihara
akal (Hifzul-agl), memelihara nasab (Hifzul-nasb) dan memelihara harta (Hifzul-
mal).1?2
Dalam hal melindungi lima tujuan hukum Islam tersebut ada tiga tingkatan
kebutuhan yang harus diperhatikan yaitu: kebutuhan al-Dhorruriyat, al-Hajiyat dan al-
Tashniat:!?3
a. Tingkat kebutuhan primer adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi apabila
tidak terpenuhi maka keselamatan kehidupan manusia akan terancam.
Kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan ad-dharruriyat
b. Tingkat kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi
maka manusia tidak sampai terancam, namun ia akan mengalami kesulitan.
Kebutuhan ini disebut dengan kebutuhan al-Hajiyyat
c. Tingkat kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dimana ketika tidak

terpenuhi maka dari kelima tujuan tersebut tidak akan terancam. Sebab

122 Rohidin, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia, (Yogyakarta: Lintang
Rasi Aksara Books, 2016), 30.
123 Adiwaman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), . 383.
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kebutuhan ini sebagai pelengkap saja seperti ungkapan al-Syatibi seperti hal
yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat. Kebutuhan ini disebut juga

dengan kebutuhan al-Tashniyyat.

Kemaslahatan merupakan tujuan utama ditegakkannya hukum Islam, sehingga
ketika dihadapkan sebuah persoalan dengan dua maslahat maka ambillah maslahat yang
lebih besar dan apabila dihadapkan dengan persoalanyang mudharat/bahaya, maka
ambillah mudharat yang lebih kecil. Dalam hal ini selaras dengan kaidah fikih yaitu:

1242) Waal) a e 2350w laal) 6 )

Kaidah ini dapat dipahami bahwa apabila terjadi pertentangan antara kemafsadatan
dan kemaslahatan, maka menolak kemafsadatan atau kerusakan harus didahulukan
dibandingkan dengan menarik kemaslahatan. Kerusakan dapat meluas kemana saja,
sehingga mengakibatkan kerusakan yang lebih besar lagi.

Demikian pula taklik talak dalam pernikahan, mengantisipasi adanya
kemafsadatan yang akan terjadi di kemudian hari. Apabila hak-hak istri tidak terpenuhi,
dan hal itu dibiarkan berlarut-larut, akan berakibat istri berbuat zalim baik terhadap
suaminya maupun terhadap Allah SWT. Dalam hal ini, sangat dianjurkan para suami
untuk mengikrarkan sighat taklik talak dalam pernikahan yaitu agar suami lebih berhati-
hati dalam menjalankan kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga.

Upaya pencegahan ini dilakukan karena memang siapapun tidak dapat
mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari, termasuk apa yang akan terjadi
dalam perjalanan kehidupan berumah tangga. Baik yang pro taklik talak maupun yang
kontra taklik talak tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi setelah akad nikah.
Penulis juga meyakini bahwa masing-masing menginginkan kehidupan rumah tangga
bahagia, tentram dan abadi. Oleh karena itu, sebagai upaya pencegahan dan upaya
meminimalisir dampak negatif maka dilakukanlah taklik talak.

Adanya taklik talak ini dipahami sebagai motivasi terhadap kehidupan keluarga,
agar tercapainya keluarga sakinah mawadah warohmah. Sebaiknya pihak laki-laki atau
perempuan dapat memahami taklik talak, karena suami istri dapat menunaikan hak dan
kewajibannya. Suami tidak sewenang-wenang terhadap istri dan menunjang rasa kasih

sayang yang dalam, demi terwujudnya tujuan dalam pernikahan.

124 Duski Ibrahim, Al-gawa’id Al-fikihiyah (Kaidah-Kaidah Fikih), (Palembang: Noer Fikri, 2019), 84.
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Menurut pandangan penulis, analogi dari urgensi taklik talak dalam perkawinan
yang mana salah satu fungsinya sebagai upaya preventif adalah urgensi pencatatan
nikah. Pada hakikatnya, pencatatan nikah adalah upaya preventif bagi suami istri dari
berbagai hal negatif yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Suami istri yang menikah tanpa melakukan pencatatan nikah dapat menjalani
kehidupan berumah tangga sebagaimana suami istri yang melakukan pencatatan nikah.
Sebagai contoh, mereka bisa mendapatkan pengakuan atas pernikahan siri dengan
adanya putusan isbat nikah. Selain itu, mereka juga bisa mendapatkan pelayanan
pembuatan Kartu Keluarga (KK) tanpa Buku Nikah yang notabenenya adalah bukti
pernikahan tercatat yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Suami istri yang menikah
tidak tercatat atau nikah siri juga bisa mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anak
mereka tanpa Buku Nikah yang seharusnya sebagai bukti otentik dalam pembuatan akta
kelahiran. Sebab, dari Buku Nikah itulah dapat diketahui bahwa anak tersebut benar
merupakan anak kandung dari ayah dan ibunya. Namun tentu saja, dengan adanya
pencatatan nikah maka pernikahan suami istri memiliki kekuatan hukum. Pernikahan
mereka pun memiliki bukti otentik yang berfungsi sebagai perlindungan dan
pencegahan.

Sama halnya dengan suami istri yang menikah tanpa mengadakan taklik talak.
Mereka dapat menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana suami istri yang
menikah dengan mengadakan taklik talak. Namun tentu saja, pernikahan yang
dilakukan dengan adanya taklik talak lebih memberikan kekuatan secara hukum dan
spiritual sehingga suami dan istri dapat menjalani bahtera kehidupan rumah tangga
dengan lebih mantap. Oleh karena itu, taklik talak masih memiliki urgensi dalam
perkawinan, sebagaimana pencatatan nikah masih memiliki urgensinya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis dapat menganalisis bahwa urgensi
taklik talak dalam pernikahan adalah sebuah kemashlahatan dan bukan merupakan
syarat dalam pernikahan. Suami yang mengikararkan taklik talak berguna: Pertama,
untuk menjadi sarana pendidikan yang efektif bagi suami dalam memahami tanggung
jawab serta tugasnya menjadi seorang suami. Kedua, untuk menjadi suatu kejelasan
hukum terhadap suami dalam menjalankan kewajibannya berumah tangga. Ketiga,
memberi hak untuk istri melepaskan diri dari perbuatan deskriminasi dari suaminya
yang dapat menimbulkan kedurhakaan baik kepada suaminya maupun kepada Allah
Swit.
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Jadi, dalam hal ini taklik talak dalam perkawinan sesuai dengan hukum Islam, dan
justru itu seharusnya bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, karena sesungguhnya hal
itu sejalan dengan tujuan syara’ yaitu diantaranya sesuai dengan (hifdzal nafs) atau
perlindungan jiwa, memelihara nasab (Hifdzal-nasb), dan memelihara harta (Hifdzal-
mal). Sebab tujuan dengan adanya taklik talak adalah tidak lain untuk melindungi hak-
hak perempuan itu sendiri, baik hak nafkah, perlindungan jiwa, perlindungan keturunan
dan lain sebagainya. Dimana dalam Islam sendiri dijelaskan bahwa pria dan wanita
terdapat hak yang seimbang pada perkawinan. Sehingga kaum istri akan terjamin hak-
haknya dengan adanya taklik talak tersebut.
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BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Setelah menguraikan tentang pembahasan dan analisis dengan memperhatikan
pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yang berjudul “Pandangan
Hakim Pengadilan Agama Pati Terkait Penghapusan Taklik Talak pada PMA NO. 20
Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan”, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa;
1. Terdapat perbedaan pendapat di antara hakim Pengadilan Agama Pati yang penulis
wawancarai terkait penghapusan taklik talak pada Peraturan Menteri Agama Nomor

20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

a. Bahwa ada tiga hakim yang setuju terhadap penghapusan taklik talak tersebut
yakni Drs. Sutiyo, M.H. karena menganggap bahwa taklik talak akan
mengurangi nilai kesakralan akad nikah karena menyinggung terkait pemutusan
ikatan perkawinan, Drs. H. Tahsin setuju dengan alasan bahwa ada atau tidaknya
taklik talak tidak merugikan pihak perempuan (istri), kemudian Drs. H. Nadjib,
S.H juga setuju karena menurut beliau taklik talak sudah tidak relevan lagi
diterapkan karena perkembangan zaman yang mana sejak akad nikah
dilangsungkan istri memiliki hak penuh dan mendapatkan perlindungan yang
sama dimata hukum.

b. Ada dua hakim yang tidak setuju terhadap penghapusan taklik talak tersebut
yakni H. Abdul Kholig, S.H., M.H. dan Drs. H. Mutamakin, S.H., pada dasarnya
beliau berdua sependapat dengan alasan demi terlindunginya hak-hak
perempuan (istri) dalam perkawinan agar tidak diberlakukan semena-mena oleh
suami.

2. Perbedaan pendapat tersebut mempengaruhi perbedaan pendapat hakim
mengenaiurgensi taklik talak yakni;

a. Hakim yang menganggap bahwa taklik talak masih memiliki urgensi di zaman
sekarang adalah H. Abdul Kholig, S.H., M.H. beliau berpendapat bahwa taklik
talak itu justru melindungi pihak istri, dengan adanya taklik talak istri
mempunyai alat untuk mengajukan perceraian. Kemudian Drs. H. Mutamakin,
S.H. berpendapat bahwa taklik talak itu bentuk kesungguhan seorang suami

terhadap istrinya, harusnya yang perlu diperbaiki mungkin poin-poinnya, lebih
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dirinci lagi sehingga redaksinya lebih kontekstualis bukan sekedar tekstualis
saja.

b. Hakim yang menganggap bahwa taklik talak sudah tidak memiliki urgensi di
masa sekarang, yakni Drs. Sutiyo, M.H., dengan alasan perkawinan merupakan
ikatan yang suci, jangan sampe dinodai dengan perjanjian perceraian, dalam hal
ini taklik talak. Drs. H. Nadjib, S.H., dengan alasan semua isi muatan yang
terdapat pada taklik talak, itu sudah menjadi kewajiban seorang suami sejak
akad nikah itu diucapkan. Drs. H. Tahsin dengan alasan minim terjadi perceraian
dengan alasan pengingkaran taklik talak, selain itu isi taklik talak sudah tercakup

dalam pengaturan alasan-alasan perceraian dalam undang-undang.

B. Saran
Berdasarkan pemaparan yang sudah penulis buat di atas, maka penulis memiliki
saran dengan harapan bisa bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat. Bahwa pada
dasarnya taklik talak ada sebagai bentuk penjaminan hak istri. Meskipun taklik talak
tidak dicantumkan dalam PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan,
akan tetapi esensi hak dan kewajiban suami istri harus tetap dipenuhi oleh masing-
masing pihak karena hak-hak mereka tetap mendapatkan perlakuan yang sama di mata

hukum.
Oleh karena itu sikap suami harus mencerminkan tanggung jawab terhadap istrinya
sejak akad nikah diucapkan. Oleh karena pasal tentang taklik talak sudah dihapus, calon
mempelai yang akan menikah sebaiknya telah memahami hak dan kewajiban suami

istri untuk meminimalisir konflik mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

C. Penutup

Alhamdulillah puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah Swt. karena ridho-
Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, adapun kekurangan penulis sadari ada
dalam penulisan ini karena tiada yang sempurna melainkan Allah Swt. pemilik
kesempurnaan dan kebenaran. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mohon
maaf atas segala kekeliruan dan mohon saran dan kritik yang membangun dari pembaca
agar penulis menjadi lebih baik dalam kedepannya. Harapan penulis semoga tulisan ini
menjadikan bermanfaat untuk pembaca dan masyarakat terutama untuk penuli sendiri.

Demikian apa yang dapat penulis tulis, sekian terimakasih.
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LAMPIRAN

1. Surat Riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

WALSONGO Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : http://fsh go.ac.id.
Nomor  :B-1606/Un.10.1/D1/PP.00.09/3/2021 Semarang, 9 Juni 2022
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal

Hal : Permohonan 1zin Riset

Yth.

Ketua Pengadilan Agama Pati Kelas IA.
di Tempat
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Zaky Maulana
NIM 1802016074
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

«“pandangan Hakim Pengadilan Agama Pati Terkait Penghapusan TaklikTalak
Pada PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan”

Dosen Pembimbing | - Dr. H. Junaidi Abdillah, MSI.
Dosen Pembimbing |l : Ali Masykur, M. H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan
penelitan, wawancara, dan atau mendapatkan  salinan  dokumen  di
wilayah/lembagalinstansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy |dentitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

(+62 895—4149-88045) Zaky Maulana
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2. Surat Bukti Penerimaan Riset

PENGADILAN AGAMA PATI KELAS IA
Jalan P. Sudirman Nomor 67 Pati Telepon/Faksimile (0295) 384418
Pati 59112 http://www.pa-pati.go.id/

E-Mail : pa_pati1@yahoo.co.id

mor : WI11-A14/ 1912 /OT.2/6/2022 Pati, 14 Juni 2022

ljin Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Di - Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Whb.
Memenuhi Permohonan ljin Penelitian guna penulisan skripsi yang
disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Kelas | A melalui surat

Nomor : B-1606/Un.10.1/D1/PP.00.09/3/2022 tanggal 9 Juni 2022, maka

dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : Zaky Maulana

NIiM : 1802016074

Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Diijinkan untuk melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Pati
Kelas | A dengan judul skripsi “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pati
terkait Penghapusan Pasal Taklik Talak pada PMA No. 20 Tahun 2019 tentang
Pencatatan Perkawinan”

Adapun yang ditunjuk sebagai Pembimbing dalam penelitian tersebut
adalah Dr. Drs. Sutiyo, M.H, Hakim Pengadilan Agama Pati Kelas | A.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, terima kasih.

. 196001031980031003 4P
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3. Dokumentasi wawancara dengan bapak hakim Drs. Sutiyo, M.H.
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4. Dokumentasi wawancara dengan bapak hakim Drs. H. Nadjib, S.H
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5. Dokumentasi wawancara dengan bapak hakim H. Abdul Kholig, S.H., M.H.
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6. Dokumentasi wawancara dengan bapak hakim Drs. H. Mutamakin, S.H.,
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7. Dokumentasi wawancara dengan bapak hakim Drs. H. Tahsin
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8. Dokumentasi wawancara

13:56 > aill il @D 4
info.pa.pati
Pengadilan Agama Pati

. | PENGADILAN AGAMA PATI |A|(’- =
KELAS 1A SeTAKHLAK M
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info.pa.pati Jumat, 17 Juni 2022 Mahasiswa Universitas Islam
Walisongo Semarang, Zaky Maulana Jurusan Hukum Keluarga
Islam melakukan riset di Pengadilan Agama Pati untuk
penyelesaian tugas akhir.

Agenda kunjungan hari ini adalah jadwal wawancara dengan
Hakim pembimbing. Para Hakim Pengadilan Agama Pati akan
mendampingi mahasiswa tersebut hingga proses riset berakhir
sebagai wujud dukungan terhadap pelaksanaan tridarma
perguruan tinggi.

visit our social media

web : www.pa-pati.go.id
facebook : PA Pati
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zaky Maulana
Tempat/Tanggal Lahir  : Pati, 09 Agustus 2000

Jenis Kelamin . Laki-Laki
Alamat : Dusun Trangkil Bandung RT 06
RW 08 Desa Trangkil Kabupaten Pati
No. HP : 0895414988043
Email : zakymaulana0908@gmail.com

Riwayat Pendidikan
1. Formal
— Ml Maslakul Ulum Trangkil (2006-2012)
— MTs Tasywiquth Thullab Salafiyyah Kudus  (2012-2015)
— MA Tasywiquth Thullab Salafiyyah Kudus  (2015-2018)

2. Non Formal
— Pondok Pesantren Tasywiquth Thulab (TBS) Kudus (2012-2018)

Demikian daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat

dipertanggungjawabkan.
Penulis,

Zaky Maulana


mailto:zakymaulana0908@gmail.com
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